
M enimbang:

M engingat:

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHUN 2013 NOMOR 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 19 TAHUN 2013 

TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

a. bahw a sum ber daya air m eru p ak an  su m b er daya alam  
yang te rb ah a ru i tian secara  a lam iah  b erada  di dalam  
wilayah hidrografis yang h a ru s  dikelola d an  dilindungi 
g una  m enjam in ketersed iaan  a ir di daerah ;

b. bahw a u n tu k  m enjam in ke tersed iaan  a ir di daerah  perlu  
m elibatkan  partisipasi m asy arak a t sehingga terc ip ta  
pengelolaan sum ber daya air yang  te rp ad u , kom prehensif 
dan  terin tegrasi;

c. bahw a b e rd asa rk an  k e ten tu an  Pasal 6 U ndang-U ndang 
Nomor 7 T ahun  2004 ten tan g  S um ber Daya Air, 
P em erin tah  D aerah  berw enang m en e tap k an  kebijakan 
pengelolaan sum ber daya a ir di w ilayahnya dengan 
m em perha tikan  m em perhatikan  p e ra tu ra n  perundang- 
u n d a n g an  yang berlaku;

' d. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  h u ru f a, h u ru f  b d an  h u ru f  c perlu  
m ene tapkan  P era tu ran  D aerah ten tan g  Pengelolaan 
S um ber Daya Air;

1. Pasal 18 ayat (6) U ndang-U ndang D asar Negara Republik 
Indonesia  T ahun  1945;

2. U ndang-U ndang Nomor 13 T ahun  1950 ten tang
P em ben tukan  daerah -d ae rah  D aerah  dalam  Lingkungan 
Propinsi Jaw a  Tengah;

3. U ndang-U ndang Nomor 7 T ahun  2004 ten tan g  Sum ber 
daya Air (Lem baran Negara R epublik Indonesia  T ahun  
2004 Nomor 32, T am bahan  L em baran  Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4377);

4. U ndang-U ndang Nomor 32 T ahun  2004 ten tang
P em erin tahan  D aerah (Lem baran N egara Republik 
Indonesia  T ahun  2004 Nomor 125, T am bahan  L em baran 
N egara R epublik  Indonesia  Nomor 4437) sebagaim ana 
te lah  d iu b ah  beberapa  kali te rak h ir dengan  U ndang- 
Nomor 12 T ahun  2008 ten tan g  P e ru b ah an  K edua Atas 
U ndang-U ndang Nomor 32 T ahun  2004 ten tan g
P em erin tahan  D aerah (Lem baran N egara Republik 
Indonesia  T ahun  2008 Nomor 59, T am bahan  Lem baran 
N egara Republik Indonesia  Nomor 4844);
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

TAHUN 2013 NO MOR 19 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR 19 TAHUN 2013 

TENTANG 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANY A~, 

Menimbang: a. bahwa sumber daya air merupakan sumber daya alam 
yang terbaharui tlan secara alamiah berada di dalam 
wilayah hidrografis yang harus dikelola dan dilindungi 
guna menjamin ketersediaan air di daerah; 

Mengingat: 

b. bahwa untuk menjamin ketersediaan air di daerah perlu 
melibatkan partisipasi masyarakat sehingga tercipta 
pengelolaan sumber daya air yang terpadu, komprehensif 
dan terintegrasi; · 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, 
Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan 
pengelolaan sumber daya air di wilayahnya dengan 
memperhatikan memperhatikan peraturan perundang
undangan yang berlaku; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan 
Sumber Daya Air; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan daerah-daerah Daerah dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 
daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4377); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

{J 



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); • •

7. Undang-Undang 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4624);

10. P era tu ran  Pem erin tah  Nomor 38 T ah u n  2007 ten tan g  
Pem bagian U rusan  P em erin tahan  a n ta ra  Pem erin tah , 
P em erin tahan  D aerah  Provinsi d an  P em erin tahan  D aerah  
D aerah  (Lem baran N egara R epublik  Indonesia  T ahun  
2007 Nomor 82, T am bahan  L em baran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4859);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang 
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 t.entang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

• • 
Undang-Undang 12 Tahun 2011 Pembentu~an Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndo.ncsia ~omor 52,'34) 

Pcraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan · 
Lembaran Negara Rep·ublik Indonesia Nomor 4090); 

Pcraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 
Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4624); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Daerah (Lembaran ?fogara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambaha.n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

Peraturan Pemerintah Nomor SO Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara 
Republik ·Indonesia Tahun 2007 Nomor 112 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 

Peraturan Pcmerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

Peraturan · Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 ten tang 
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 
Tanah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Jndoncaia Nomor 4859); 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tcntang 
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 



2011 Nomor 74, T am bahan  L em baran  N egara Republik 
Indonesia  Nomor 5230);

17. P e ra tu ra n  D aerah  Provinsi Ja w a  T engah Nomor 6 T ah u n  
2010  ten tan g  R encana T ata  R uang W ilayah Provinsi Ja w a  
T engah (Lem baran D aerah  Provinsi Ja w a  T engah T ahun  
2010  Nomor 28);

18. P e ra tu ra n  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 9
T ah u n  2012 ten tan g  Pengelolaan R uang  T erbuka  Hijau;

19. P e ra tu ra n  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 1
T ah u n  2013 ten tan g  R encana T ata  R uang W ilayah 
K abupaten  K aranganyar (Lem baran D aerah  K abupaten  
T ah u n  2013 Nomor 1).

20. P e ra tu ra n  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 7
T ah u n  2008 ten tan g  U ru san  P em erin tah an  yang  m enjadi 
K ew enangan P em erin tahan  D aerah  K abupaten  
K aranganyar (Lem baran D aerah  K abupaten  K aranganyar 
T ah u n  2008 Nomor 7).

21. P e ra tu ra n  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 13 
T ah u n  2009 ten tan g  Irigasi (Lem baran D aerah  K abupaten  
K aranganyar T ah u n  2009 Nomor 13).

22. P e ra tu ra n  D aerah  K abupaten  K aranganyar Nomor 6
T ah u n  2011 ten tan g  Pengelolaan Air T an ah  (Lem baran 
D aerah  K abupaten  K aranganyar T ah u n  2009 Nomor 6).

D engan P erse tu juan  B ersam a

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR 

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

D alam  P e ra tu ran  D aerah  ini yang d im aksud  dengan:

1. D aerah  ad a lah  K abupaten  K aranganyar.

2 . Pem erin tah  D aerah  adalah  B upati d an  P erangkat D aerah 
sebagai u n s u r  penyelenggara P em erin tahan  D aerah.

3. B upati adalah  B upati Karanganyar.

4. S a tu an  Kerja Perangkat D aerah yang selanju tnya disingkat 
SKPD adalah  S a tuan  Kerja Perangkat D aerah yang 
m em bidangi u ru sa n  pengelolaan sum ber daya air.

5. S um ber daya a ir ada lah  air. su m b er air, d an  daya a ir 
yang  te rk an d u n g  di dalam nya.

. I 

; 

I . 

2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5230); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2910 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2010 Nomor 28); · •• 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangany-ar Nomor 9 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; 

19. Peraturan Daerah Ka bu paten Karanganyar Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tahun 2013 Nomor 1). 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan P~merintahan Daerah Kabupaten 
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 
Tahun 2008 Nomor 7). . 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 
Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2009 Nomor 13). 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 6). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

dan 

BUPATIKARANGANYAR 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA AIR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat _Daerah yang 
membidangi urusan pengelolaan sumber daya air. 

5. Sumber daya air adalah air: s:.J.mber air, dan daya air 
yang terkandung di dalamny2. 



6. Air adalah  sem ua air yang te rd a p a t pada, di a tas, 
a ta u p u n  di baw ah pe rm u k aan  tan a h , te rm asu k  dalam  
pengertian  ini a ir p e rm ukaan , a ir tan a h , a ir hu jan , dan  
a ir lau t yang  berada  di dara t.

7. Air pe rm ukaan  adalah  sem ua  air yang  te rd a p a t pada  
p e rm u k aan  tanah .

8. Air ta n a h  adalah  sem ua air yang te rd a p a t dalam  
lap isan  ta n a h  a ta u  b a tu a n  di baw ah p e rm u k aan  tan ah .

9. S um ber a ir ad a lah  tem pat a ta u  w adah  a ir alam i 
d a n /a ta u  b u a ta n  yang te rd ap a t pada , di a tas, a ta u p u n  di 
baw ah p e rm u k aan  tan ah .

10. Pengelolaan sum ber daya a ir ad a lah  upaya  
m erencanakan , m elaksanakan , m em an tau , dan  
m engevaluasi penyelenggaraan konservasi sum ber daya 
air, pendayagunaan  sum ber daya air, d an  pengendalian  
daya ru sa k  air.

11. K ebijakan pengelolaan sum ber daya a ir ad a lah  a ra h a n  
stra teg is dalam  pengelolaan su m b er daya air.

12. Pola pengelolaan sum ber daya a ir ad a lah  kerangka 
d a sa r  dalam  m erencanakan , m elak san ak an , m em an tau , 
d a n  m engevaluasi kegiatan  konservasi su m b er daya air,

• p en d ayagunaan  sum ber daya air, d an  pengendalian  daya 
ru sa k  air.

13. K onservasi sum ber daya air ad a lah  upaye. m em elihara 
keb erad aan  se rta  k eberlan ju tan  kead aan , sifat, dan  
fungsi sum ber daya air agar se n a n tia sa  tersed ia  dalam  
k u a n tita s  dan  ku a litas  yang m em adai u n tu k  m em enuhi 
k e b u tu h a n  m ah luk  h idup , ba ik  p ad a  w ak tu  sekarang  
m au p u n  generasi yang ak an  datang .

14. P endayagunaan  sum ber daya a ir ad a lah  upaya 
p en a tag u n aan , penyediaan, penggunaan , pengem bangan, 
d an  p en g u sah aan  sum ber daya a ir secara  optim al agar 
berhasil gu n a  d an  berdaya guna.

15. Pengendalian  daya ru sa k  a ir ad a lah  up ay a  u n tu k  
m encegah, m enanggulangi, d an  m em ulihkan  k e ru sak an  
k u a litas  lingkungan yang d isebabkan  oleh daya ru sa k  air.

16. Daya ru sa k  air adalah  daya a ir yang  d a p a t m erugikan 
keh idupan .

17. Pelindungan sum ber air adalah  upaya  pengam anan  sum ber 
air dari kerusakan  yang ditim bulkan, baik  ak ibat tindakan 
m anusia  m aupun  gangguan yang d isebabkan oleh daya 
alam.

18. Kawasan sekitar m ata  air adalah  kaw asan  disekeliling m ata  
air yang m em punyai m anfaat penting u n tu k  
m em pertahankan  kelestarian m ata  air.

19. Pengawetan air adalah  upaya pem eliharaan  keberadaan 
dan  ketersediaan  air a tau  k u an titas  air agar tersedia sesuai 
dengan fungsi dan  m anfaatnya.

6 . Air adalah semt:a air yang tcrdapat pada, di atas, 
ataupun di bawah permukaan tana.h, termasuk dalam 
pengertian ini air permukaan, air tanah , air hujan, dan 
air laut yang berada di darat. 

7. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada 
permukaan tanah. 

8. Air tanah adala.h semua air yang terdapat dalam 
lapisan tanah atau batuan di b2.wah permukaan tanah. 

9. Sumber air adalah tern.pat atau wadah air alami 
dan/ a tau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di 

. bawah permukaan tanah. 

10. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya 
merencanakan, melaksanakan, memantau, dan 
mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya 
air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian 
daya rusak air. 

11. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan 
strategis dalam pengelolaan sumber daya air. 

12. Pola pengelolaan .sumber daya air adalah kerangka 
dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, 
dan mer.,.gevaluasi kegiatan k0nserv2.si sumber daya air, 
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya 
rusak air. 

13. Konservasi sumber daya air adf3.lah upay2. memelihara 
keberadaan serta keberlanjutan keadaan: sifat, dan 
fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam 
kuantitas dan kualitas_ yang memadai untuk · memenuhi 
kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang 
maupun generasi yang akan datang. 

14. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya 
penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, 
dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar 
berhasil guna dan berdaya guna. 

15. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk 
mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan 
kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. 

16. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan 
kehidupan. 

17. Pelindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber 
air dari kerusakan yang ditimbulkan, bruk akibat tindakan 
manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya 
alam. 

18. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata 
air yang mempunyai manfaat pen ting untuk 
mempertahankan kelestarian mata air. 

19. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan 
dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai 
dengan ~ungsi dan manfaatnya. 



20. Pengelolaan kualitas air adalah  upaya m em pertahankan  
dan  m em ulihkan kualitas air yang m asu k  dan  yang berada 
di sum ber air.

21. Zona pem anfaatan sum ber air adalah  ruang  pada  sum ber 
air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung m aupun  
sebagai fungsi budi daya.

22. P erun tukan  air adalah penggolongan air pada  sum ber air 
m en u ru t jen is penggunaannya.

23. Penyediaan sum ber daya air adalah  penen tuan  dan  
pem enuhan  volume, air per sa tu an  w aktu  u n tu k  m em enuhi 
k ebu tuhan  air dan  daya air serta  m em enuhi berbagai 
keperluan sesuai dengan kualitas dan  kuan titas.

24. Penggunaan sum ber daya air adalah  pem anfaatan  sum ber 
daya air dan  p rasarananya  sebagai m edia d a n /a ta u  m ateri.

25. P rasarana  sum ber daya air adalah  bangunan  air beserta  
bangunan  lain yang m enunjang kegiatan pengelolaan 
sum ber daya air, baik langsung m au p u n  tidak langsung.

26. Pengem bangan sum ber daya air adalah  upaya  peningkatan 
kem anfaatan  fungsi sum ber daya air guna m em enuhi 
k ebu tuhan  air baku  u n tu k  berbagai keperluan.

27. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara  m em anfaatkan 
param eter cuaca dan  kondisi ildim pada  lokasi te rten tu  
u n tu k  tu ju an  m em inim alkan dam pak bencana alam  akibat 
iklim dan cuaca.

28. P engusahaan  sum ber daya air adalah  upaya pem anfaatan 
sum ber daya air u n tu k  m em enuhi k eb u tu h an  usaha .

29. M asyarakat adalah seluruh  penduduk , baik sebagai orang 
perseorangan, kelompok orang, m asyarakat adat, badan  
u sah a , m au p u n  yang berhim pun dalam  su a tu  lem baga a tau  
organisasi kem asyarakatan  yang tinggal di wilayah 
K abupaten Karanganyar.

30. Pengelola sum ber daya air adalah  institusi yang diberi 
wewenang u n tu k  m elaksanakan  pengelolaan sum ber daya 
air.

31. W adah koordinasi pengelolaan sum ber daya air adalah  
institusi tem pat segenap pemilik kepentingan dalam  bidang 
sum ber daya air m elakukan koordinasi dalam  rangka 
m engintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, 
dan  para  pemilik kepentingan dalam  bidang sum ber daya 
air.

32. Garis Sem padan adalah  garis yang m em batasi ja ra k  bebas 
m inim um  dari bidang terluar su a tu  m assa  bangunan  
terhadap  ba tas lahan  yang dikuasai, an ta r m assa  bangunan  
lainnya, ba tas tepi sungai, ja lan  kereta  api, rencana, sa lu ran , 
d a n /a ta u  jaringan  listrik tegangan tinggi.

I 
I. 

20. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan 
dan memulihkan kuaJitas air yang masuk dan yang berada 
di sumber air. 

21. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber 
air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun 
sebagai fungsi' budi daya. 

22. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air 
menurut jenis penggunaannya. 

23. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan 
pemenuhan volume. air per satuan waktu untuk memenuhi 
kebutuhan. air dan daya air serta memenuhi berbagai 
keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas. 

24. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber 
daya air dan prasaram.anya sebagai media dan/ atau materi. 

25. Prasarana sumber daya air adaJah bangunan air beserta 
bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan 
sumber daya air, baik langsung maupun tidak ,langsung. 

26. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan 
kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi 
kebutuhan air baku untuk berba.gai keperluan. 

27. Modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara memanfaatkan 
parameter cuaca dan kondisi ildim pada lokasi tertentu 
untuk tujuan meminimaJkan dampak bencana alam akibat 
iklim dan cuaca . 

. 28. Pengusahaan sumber daya air adalab upaya pemanfaatan 
sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha. 

29. Masyarakat adaJah .seluruh penduduk, baik sebagai orang 
perseorangan, · kelompok orang, masyarakat adat, badan 
usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau 
organisasi kemasyarakatan yang tinggal di wilayah 
Kabupaten Karanganyar. 

30. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi 
wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya 
air. 

31. Wadah koordinasi pengelolaan sumb~r daya air adalah 
institusi tempat segenap pemilik kepentingWl dalam bidang 
sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka 
mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, 
dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya 
rur. 

· 32. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas 
minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan 
terhadap batas lahan yru1g dikuasai, antar massa bangunan 
lainnya, batas tepi sungai,-jalan kereta api, rencana. saluran, 
dan/ atau jaringan listrik tegangan tinggi. 



BAB II
RUANG LINGKUP 

Pasal 2

R uang lingkup p en g atu ran  pengelolaan su m b er daya a ir dalam  
P e ra tu ran  D aerah  ini meliputi:

a. konservasi sum ber daya air, p en d ay ag u n aan  sum ber daya 
a ir dan  pengendalian  daya ru sa k  air;

b. p e lak san aan  ko n stru k si p ra sa ra n a  su m b er daya air, 
operasi, d an  pem eliharaan  sum ber daya air;

c. perizinan, sistem  inform asi, d an  pem biayaan, se rta  
pengaw asan  dalam  pengelolaan su m b er daya air.

BAB III
LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 3

Pengelolaan sum ber daya a ir d ise lenggarakan  dengan 
b e rlan d ask an  pada:

a. keb ijakan  pengelolaan sum ber daya  a ir p ad a  tingkat 
nasional dan  provinsi;

b. p e ra tu ra n  p en a taan  ru an g  daerah .

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian K esatu 
M aksud

Pasal 4

Pengelolaan sum ber daya air d im ak su d k an  sebagai pedom an 
u n tu k  :

a. m en ingkatkan  konservasi su m b er daya a ir secara  te ru s
m enerus; , • .

b. m endayagunakan  sum ber daya a ir untuk* kead ilan  dan  
kese jah te raan  m asyarakat;

c. m engendalikan  dan  m engurangi daya ru sa k  air;

d. m en ingkatkan  peran  m asy arak a t d an  d u n ia  u s a h a  dalam  
pengelolaan sum ber daya air; d an

e. m endu k u n g  pem bangunan  ja rin g an  sistem  inform asi 
sum ber daya a ir nasional yang te rp a d u  a n ta r  sektor dan  
a n ta r  wilayah.

Pasal 5

Pengelolaan su m b er daya a ir b e rtu ju an  u n tu k  m ew ujudkan 
k em an faa tan  sum ber daya air yang  b e rk e lan ju tan  u n tu k  
seb esar-b esa r k em akm uran  rakyat.

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan sumber ·qaya air dalam 
Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya 
air dan pengendalian daya rusak air; 

b. pelaksanaan konstruksi prasaran9. sumber daya air, 
operasi, dan pemeliharaan sumber daya air; 

c. penzman, sistem informasi, dan pembiayaan, serta 
pengawasan dalam pengelolaa~ surnber daya air. 

BAB III 
LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR i . 

Pasal 3 

Pengelolaan sumber daya air diselenggarakan dengan 
berlandaskan pada: 

a. kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat 
nasional dan provinsi; 

b. peraturan penataan ruang daerah. 

BAB IV 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 4 . 

Pengelolaan sumber daya air dimaksudl~an sebagai pedoman 
untuk: 

a. meningkatkan konservasi sumber daya air secara terus 
menerus; . . 

b. mendayagunakan sumber daya air untuk• keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat; 

c. mengendalikan dan mengurangi daya. rusak air; 

d. meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam 
pengelolaan sumber daya .air; dan 

e. mendukung pembangunan jaringan sistem · informasi 
sumber daya air na.siona.1 yang terpadu antar sektor dan 
antar wilayah. 

Pasal 5 
. 

Pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk mewujudkan 
kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat. 



BAB V
KONSERVASI 

Pasal 6

(1) K onservasi sum ber daya air d itu ju k an  u n tu k  m enjaga 
ke langsungan  keberadaan , daya dukung , daya  tam pung, 
d an  fungsi sum ber daya air.

(2) U n tuk  m encapai tu ju a n  konservasi su m b er daya air
sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (1) d ilak u k an  m engacu
p a d a  pola pengelolaan sum ber daya a ir m elalui kegiatan:

• •
a. perlindungan  d an  pe lestarian  su m b er air;

b. pengaw etan air; dan

c. pengelolaan ku a litas  a ir d an  pengendalian  
pencem aran  air»

(3) Pola pengelolaan sum ber daya a ir sebagaim ana  d im aksud  
p a d a  ay a t (2) d ia tu r dengan P e ra tu ran  B upati.

Pasal 7

(1) Perlindungan  d an  pelestarian  su m b er a ir ' sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 6 ayat (2) h u ru f  a  d ilakukan  
m elalui:

a. m en ingkatkan  pem eliharaan  ke langsungan  fungsi 
resap an  air dan  d aerah  tan g k ap an  a ir m elalui 
pem bangunan  su m u r resapan , p em b u a tan  su m u r 
im buhan , p em buatan  lubang  biopori, p engatu ran  
lu a san  RTH kota, p en g a tu ran  koefisien d asa r 
bangunan , pengatu ran  koefisien d a sa r  h ijau, 
rehabilitasi d a e ra h ' tan g k ap an  air, d an  kegiatan 
perlindungan  air lainnya;

b. m en ingkatkan  pengendalian  pem anfaa tan  sum ber air 
m elalui perizinan pem anfaa tan  sum ber a ir dan  
penertiban  pem anfaatan  sum ber air;

c. pengisian air pada  sum ber a ir m elalui pem bangunan  
kolam  retensi, perlindungan  d aerah  tan g k ap an  air, 
d an  pengendalian  pengolahan ta n a h  di d aerah  hu lu ;

d. pengatu ran  p ra sa ra n a  dan  sa ra n a  san ita si m elalui 
pen ingkatan  pengelolaan a ir lim bah dom estik  secara 
kom unal dan te rp u sa t, p en ingkatan  pengelolaan 
sam pah , d an  pengurangan  sam pah ;

e. perlindungan  sum ber a ir dalam  h u b u n g an n y a  dengan 
kegiatan  pem bangunan  d an  p em anfaa tan  lah an  pada 
sum ber a ir melalui:

1. perlindungan  te rh ad ap  k aw asan  sek ita r m ata  air 
u n tu k  m elindungi m a ta  a ir dari keg iatan  yang 
d ap a t m eru sak  k u a litas  d an  ke lesta rian  m ata  air 
se rta  kondisi fisik k aw asan  sekitarnya;

2. p en g a tu ran  d aerah  sem p ad an  su m b er air.

(2) K eten tuan  tekn is keg iatan  perlindungan  d an  pelestarian

BABY 
KONSERVASI 

Pasal 6 

(1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga 
kelangsungan keberadaan, daya dukung, da.ya tampung, 
dan fungsi sumber daya air. 

(2) Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air 
sebagainiana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengacu 
pada pola pengelolaan sumber daya air melalui kegiatan: . . 
a. perlindungan dan pelestarian sumber air; . 
b. pengawetan air; dan 

c. pengelolaan kualitas rur dan pengendalian 
penceµiaran ain 

(3) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 7 

(1) Perlindungan dan pelestarian sumber air ' sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan 
melalui: 

a. meningkatkan pemeliharaan kelangsungan fungsi 
resapan air dan daerah ta.ngkapan air melalui 
pembangunan sumur resapan, pembuatan sumur 
imbuhan, pembuatan lubang biopori, pengaturan 
luasan RTH kota, pengaturan koefisien dasar 
bangunan, pengaturan koefisien dasar hijau, 
rehabilitasi daerah · tangkapan · air, dan kegiatan 
perlindungan air lainnya; 

b. meningkatkan pengendalian pemanfaat~n sumber air 
melalui perizinan pemanfaatan sumber air dan 
penertiban pemanfaatan sumber air; 

c. pengisian air pada sumber air melalui pembangunan 
kolam retensi, perlindungan daerah tangkapan air, 
dan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; 

d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi melalui 
peningkatan pengelolaan air limbah domestik secara 
komunal dan. terpusat, peningkatan pengelolaan 
sampah, dan pengurangan sampah; 

e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan 
kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada 
sumber air melalui: 

. 
1. perlindungan terhadap kawasan sekitar mata !3-ir 

untuk melindungi mata air dari kegiatan yang 
dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air 
serta kondisi fisik kawasan sekitarnya; 

2. p'engaturan daerah sempadan Sl~mber air. 

(2) Ketentuan teknis kegiatan perlindungan dan pelestarian 



sum ber a ir sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) d ia tu r 
dengan  P e ra tu ran  B upati.

Pasal 8

K egiatan pengaw etan air sebagaim ana d im ak su d  dalam  dalam  
Pasal 6 ayat (2) h u ru f  b d itu ju k an  u n tu k  m em elihara 
k eb erad aan  d an  ketersed iaan  a ir a ta u  k u a n tita s  a ir sesuai 
dengan  fungsi d an  m anfaatnya  d ilakukan  dengan  cara:

a. m enyim pan air yang  berleb ihan  di s a a t h u ja n  u n tu k  
d a p a t d im an faa tk an  pada  w ak tu  d ip erlu k an  m elalui 
p em b an g u n an  kolam  re tensi dan  p e m b u a tan  su m u r 
resapan ;

b. m enghem at a ir dengan  pem akaian  yang  efisien dan  efektif 
m elalui penggunakan  a ir seca ra  d a u r  u lang  dan  
m enggunakan  ken^bali air;

c. m engendalikan  penggunaan  a ir tan a h .

d. m en erap k an  p rin sip -p rin sip  m engh ilangkan  a ir lim pasan  
(zero ru n  off).

Pasal 9

Kegiatan pengelolaan kualitas a ir dan  pengendalian 
pencem aran  a ir d im aksud  dalam  Pasal 6 ayat (2) h u ru f  c 
d itu ju k an  u n tu k  m em pertahankan  dan  m em ulihkan  kualitas 
air yang m asu k  dan  yang te rd ap a t p ad a  sum ber-sum ber air 
d ilakukan  dengan cara:

a. m em perbaiki kua litas air pada  sum ber a ir d an  p rasa ran a  
sum ber daya air;

b. m encegah m asuknya  pencem aran  a ir p ad a  sum ber air dan  
p ra sa ra n a  sum ber daya air m elaui upaya-upaya 
pengolahan lim bah cair;

c. m en ingkatkan  bak u  m u tu  air yang ke luar dari Instalasi 
Pengolahan Air Limbah;

d. m eningkatkan  kepedulian m asy arak a t dalam  m enjaga 
sum ber a ir dan  lingkungan sek itar sum ber a ir dari 
pencem aran.

BAB VI
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

B agian K esatu
Um um

Pasal 10

P endayagunaan  sum ber daya a ir m encakup  kegiatan:

a. p e n a tag u n a a n  sum ber daya a ir yang  d itu ju k an  u n tu k  
m en e tap k an  zona p em anfaa tan  su m b er air dan  
p e ru n tu k a n  air pad a  sum ber air;

b. penyediaan  sum ber daya air;

c. penggunaan  sum ber daya air;

sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 8 

Kegiatan pengawetan air sebagaimana dimaksud dalam dalam 
Pasal 6 ayat (2) huruf b ditujukan untuk memelihara 
keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air sesuai 
dengan fungsi dan manfaatnya dilakukan dengan cara: 

a . menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk 
dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan melalui 
pembangunan kolam retensi dan pembuatan sumur 
resapan; 

b. menghemat air dengan pemakaia.n yang efisien dan efektif 
melalui penggunakan air secara daur ulang dan 
menggunakan ke~bali air; 

c. mengendalikan penggunaan air tanah. 

d. menerapkan prinsip-prinsip menghilangkan air limpasan 
(zero run off). 

Pasal 9 

Kegiatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian 
pencemaran air dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c 
ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas 
air yang masuk dan yang terdapat pada sumber-sumber air 
dilakukan dengan cara: ' 

a. memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana 
sumber daya air; 

b. mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan 
prasarana sumber daya air melaui upaya-upaya 
pengolahan' limb ah cair; 

c. meningkatkan baku mutu air yang kduar dari Instalasi 
Pengolahan Air Limbah; 

d. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga 
sumber air dan lingkungan sekitar sumber air dari 
pencemaran. 

BAB VI 
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 10 

Pendayagunaan sumber daya air mencakup kegiatan: 

a. 
. 

penatagunaan sumber daya air yang ditujukan 
menetapkan zona pemanfaatan sumber air 
peruntukan air pada sumber air; 

b. penyediaan sumber daya air; 

c. penggunaan sumber daya air; 

untuk 
dan 



d. pengem bangan  sum ber daya air; d an

e. p en g u sah aan  sum ber daya a ir

Bagian Kedua
P enetapan  Zona P em anfaatan  S um ber Air 

Pasal 11

(1) P enetapan  zona pem anfaa tan  sum ber a ir sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 10 h u ru f  a  d itu ju k an  u n tu k  
m endayagunakan  fungsi a ta u  potensi yang te rd ap a t pada  
sum ber a ir secara  berkelan ju tan .

(2) P erencanaan  penetapan  zona p em anfaa tan  sum ber air 
sebagaim ana d im aksud  pad a  ay a t (1) d ilakukan  m elalui 
kegiatan:

a. inven tarisasi jen is  p em an faa tan  yang  su d ah  
d ilakukan  di se lu ru h  bag ian  su m b er air;

b. penelitian  dan  p en g u k u ran  pa ram ete r fisik d an  
morfologi sum ber air, kim ia, d an  biologi p ad a  sum ber 
air;

c. m enganalisis kelayakan lingkungan  sesua i dengan 
k e ten tu an  p e ra tu ran  p eru n d an g -u n d an g an ; dan

d. m enganalisis potensi konflik kepen tingan  an ta rjen is  
pem anfaa tan  yang su d a h  ada.

(3) P erencanaan  p en etap an  zona p em an faa tan  sum ber air 
sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (2) d ilak u k an  dengan 
m em perha tikan  prinsip:

a. m em inim alkan dam pak  negatif te rh a d ap  kelestarian  
sum ber daya air;

b. m em inim alkan potensi konflik kepentingan  
an ta rjen is  pem anfaatan ;

c. keseim bangan  fungsi lindung  d an  bud i daya;

d. k esesu a ian  pem anfaa tan  sum ber daya a ir dengan  
fungsi kaw asan;

e. kondisi sosial budaya m asy arak a t yang  berka itan  
dengan  sum ber daya air.

f. pe lestarian  m ata  air.

(4) P enetapan  zona p em an faa tan  su m b er a ir sebagaim ana 
d im ak su d  pad a  ayat (3) d ia tu r  lebih lan ju t dengan 
P e ra tu ran  Bupati.

Bagian Ketiga
Penyediaan Sum ber Daya Air 

Pasal 12

(1) Penyediaan sum ber daya a ir seb ag a im an a  d im aksud  
dalam  Pasal 10 h u ru f  b d ilak u k an  dengan  prinsip:

a. m engu tam akan  penyediaan  a ir u n tu k  pem enuhan  
k e b u tu h a n  pokok seh ari-h a ri dan  irigasi bagi

d. pengembangan sumber daya air; dan 

e. pengusahaan sumber daya air 

Bagian Kedua 
Penetapan Zona Pemanfaatan Sumber Air 

Pasal 11 

(1) Penetapai:i zona pemanfaatan sumber air sebagaimana 
dimaksud dalam Pa.sal 10 hurur a ditujukan untuk 
mendayagunakan fungsi a.tau potensi yang terdapat pada 
sumber air secara berkela.njutan. 

(2) Pcrencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
kegiatan: 

a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang 
dilakukan di seluruh bagian sumber air; 

sudah 

b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan 
morfologi sumber a ir, kimia, dan biologi pada sumber 
air; 

c. menganalisis kelayakan lingkungan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; clan 

d. menganalisis potensi konflik kepentingan antarjenis 
pemanfaatan yang sudah ada. 

(3) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (?,) dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip: · 

a. meminimalkan dampak negatif terhad.i.p kelestarian 
sumber daya air; 

b. meminimalkan potensi konflik kepen tingan 
antarjenis pemanfaatan; 

c . keseimbangan fungsi lindung dan budi daya; 

d . kesesuaian pemanfaatan surnber daya air dengan 
fungsi kawasan; 

e. kondisi sosial budaya masyarakat yang berkaitan 
dengan sumber daya air. 

f. pelestarian ma.ta air. 

(4) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Penyediaan Suml-er Daya Air 

Pasal 12 

(1) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan prinsip: 

a. mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan 
kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi 



pertan ian  rakyat p ad a  sistem  irigasi yang su d a h  ada;

b. m enjaga ke langsungan  penyed iaan  a ir u n tu k  pem akai
a ir lain yang su d ah  ada; dan

c. m em perhatikan  penyediaan  a ir u n tu k  p em enuhan  
k e b u tu h a n  pokok sehari-hari bagi p e n d u d u k  yang 
berdom isili di d eka t su m b er a ir d a n ;'a ta u  sek itar 
ja rin g an  pem baw a air.

(2) Penyedian d an  potensi su m b er a ir di daerah  
sebaga im ana  d im aksud  pad a  aya t (1) terlam pir pada  
lam piran  yang  tidak  d ap a t d ip isah k an  dalam  P e ra tu ran  
D aerah  ini.

Bagian Keem pat 
Penggunaan  S um ber Daya Air -

Pasal 13 *

(1) Penggunaan  sum ber daya a ir sebagaim ana  d im aksud  
dalam  Pasal 10 h u ru f  c d itu ju k an  u n tu k  pem anfaa tan  
su m b er daya air dan  p ra sa ra n a n y a  sebagai m edia 
d a n /a ta u  m ateri.

(2) Penggunaan  sum ber daya a ir sebagaim ana  d im aksud  
p a d a  ayat (1) d ap a t berupa:

a. penggunaan  sum ber daya a ir sebagai media;

b. penggunaan  air dan  daya a ir sebagai m ateri;

c. penggunaan  sum ber air sebagai m edia; d an

■ d. penggunaan  air, sum ber air, d a n /a ta u  daya air 
sebagai m edia dan  m ateri.

(3) P enggunaan  sum ber daya a ir sebagaim ana  d im aksud  
p ad a  ayat (1) d ilakukan  dengan prinsip:

a. penghem atan  penggunaan;

b. ke te rtiban  dan  keadilan;

c. ke tep a tan  penggunaan;

d. k eberlan ju tan  penggunaan; dan

e. penggunaan  yang saling m en u n jan g  a n ta ra  a ir 
p e rm u k aan  dan  a ir ta n a h  dengan  m em prio ritaskan  
penggunaan  air perm ukaan .

Bagian Kelima
Pengem bangan Sum ber D aya Air 

Pasal 14

(1) Pengem bangan sum ber daya a ir sebagaim ana
d im aksud  dalam  Pasal 10 h u ru f  d d ilak san ak an  u n tu k  
m en ingkatkan  kem anfaa tan  fungsi su m b er daya air 
m elalu i pengem bangan k em anfaa tan  sum ber daya air 
d a n /a ta u  pen ingkatan  ke te rsed iaan  a ir dan  k u a litas  air.

(2) Pengem bangan sum ber daya a ir sebagaim ana
d im ak su d  pad a  ayat (1) d ise lenggarakan  b e rd asa rk an

pertanian rakyat pada sistem iriga~i yang sudah ada; 

b. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai 
air lain yang sudah ada; dan 

c. memperhatikan penyediaan air untuk pemenuhan 
kebutuhan pokok sehari-hc:.Lri bagi pehduduk yang 
berdomisili di dekat sumber ai:r dan;' atau sekitar 
jaringan pembawa air. 

(2) Penyedian dan potensi sumber air di daerah 
sebagaimana· dimaksud pada ayat (1) terlampir pada 
lampiran yang tidak dapat dipisahkan dalam Peraturan 
Daerah ini. 

Bagian Keempat 
Penggunaan Sumber Daya Air 

Pasal 13 t 

(1) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf c ditujukan untuk pemanfaatan 
sumber daya air dan prasarananya sebagai media 
dan/ atau mateti. · 

(2) Penggunaan sumber daya air seb8.gaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa: 

a. penggunaan sumber daya air sebagai media; 

b. penggunaan air dan daya air sebagai1 materi; 

c. penggunaan sumber air sebagai media; dan 

d. penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air 
sebagai media dan materi. 

(3) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip: 

a. penghematan penggunaan; 

b. ketertiban dan keadilan; 

c. ketepatan penggunaan; 

d. keberlanjutan penggunaan; dan 

e. penggunaan yang saling menunjang anta.ra air 
permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan 
penggunaan air permukaan. 

Bagian Kelima 
Pengembangan Sumber Daya Air 

Pasal 14 

(1) Pengembangan sumber daya air sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilaksanakan untuk 
meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air 
melalui pengembangan kemanfaai~an sumber daya air 
dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air. 

(2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) d iselenggarakan berdasarkan 



ren can a  pengelolaan sum ber daya a ir d an  ren c a n a  ta ta  
ru an g  w ilayah yang te lah  d ite tap k an  dengan 
m em pertim bangkan :

a. daya d u k u n g  sum ber daya air;

b. k ek h asan  dan  asp irasi d aerah  d an  m asy arak a t 
setem pat;

c. kem am puan  pem biayaan;

d. ke lestarian  keanekaragam an  hayati da lam  sum ber air.

(3) Pengem bangan sum ber daya a ir sebagaim ana
d im aksud  pad a  ayat (1) d ilakukan  m elalui perencanaan , 
p e lak san aan  dan  pengaw asan.

Pasal 15

Pengem bangan sum ber 'daya a ir sebaga im ana  d im aksud  
dalam  Pasal 14 meliputi:

a. a ir perm ukaan  pad a  sungai, w aduk, m ata  a ir dan  sum ber 
a ir perm ukaan  lain d ilak sanakan  dengan  m em perhatikan  
k arak teristik  dan  fungsi sum ber a ir yang bersangku tan ;

b. a ir h u jan  d ilaksanakan  dengan teknologi m odifikasi cuaca
dengan  m em anfaatkan  aw an d itu ju k an  u n tu k
m em inim alkan dam pak  b en can a  alam  ak ib a t iklim dan
cuaca.

Pasal 16

Pengem bangan sum ber daya air sebagaim ana  d im aksud  dalam  
Pasal 14 h u ru f  a  d itu ju k an  u n tu k  pen in g k a tan  kem anfaa tan  
fungsi sum ber daya a ir guna  m em enuhi:

a. k e b u tu h a n  a ir b ak u  u n tu k  ru m ah  tangga;

b. k e b u tu h a n  a ir b ak u  u n tu k  pertan ian ;

c. k e b u tu h a n  a ir b ak u  u n tu k  industri;

d. k e b u tu h a n  a ir b ak u  u n tu k  san ita s i lingkungan; dan

e. k e b u tu h a n  a ir b aku  u n tu k  berbagai k eperluan  lainnya.

Pasal 17

P em enuhan  k e b u tu h a n  air baku  u n tu k  ru m ah  tangga 
sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 16 h u ru f  a  d ilakukan  
dengan 'pengem bangan  sistem  penyediaan  a ir  m inum .

Pasal 18

(1) P em enuhan  k e b u tu h a n  a ir b a k u  u n tu k  pertan ian  
sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal . 1.6 h u ru f  b 
d ilakukan  dengan  pengem bangan  sistem  irigasi.

(2) P em erin tah  b e rsam a-sam a  m asy arak a t m em elihara  
sistem  irigasi yang  ada  u n tu k  m enjaga kelangsungan  
fungsi irigasi p e rtan ian  yang  optim al se su a i dengan  
kew enangannya.

rencana pengelolaan sumber daya air dan· rencana tata 
ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan 
mempertimbangkan: 

a . daya dukung sumber daya air; 

b. kekhasan dan aspiras1 daerah dan masyarakat 
setempat; 

c. kemampuan pembiayaan; 

d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air. 

(3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui perencanaan, 
pelaksanaan dan pengawasan. 

Pasal 15 

' Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 meliputi: 

a. air permukaan pada sungai, waduk, mata air dan sumber 
air permukaan lain dilaksanakan dengan memperhatikan 
karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan; 

b. air hujan dilaksanakan dengan teknologi mod.i:fikasi cua.ca 
dengan memanfaatkan a wan ditujukan untuk 
meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim clan 
cuaca. 

Pasal 16 

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 huruf a ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan 
fungsi sumber daya air guna memenuhi: 

a. kebutuhan air _baku untuk rumah tangga; 

b. kebutuhan air bakn untuk pertanian; 

c. kebutuhan air baku untuk industri; 

d. kebutuhan air baku untuk sanitasi lingkungan; dan 

e . kebutuhan air baku untuk berbagai k~perluan lainnya. 

Pasal 17 

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk rumah tangga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan 
dengan ·pengembangan. sistem penyediaan air min um. 

Pasal 18 

(1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian 
sebagaimana dimaksud dalan:i Pasal • J.6 huruf b 
dilakukan dengan pengembangan sistem irig:3-si. 

(2) Pemerintah bersama-sama masyarakat memelihara 
sistem irigasi yang ada untuk menjaga kelangsungan 
fungsi irigasi pertanian yang optimal sesuai dengan 
kewenangannya. 



(3) D aerah  pelayanan  irigasi yang  su d a h  b e ru b ah  fungsi 
m enjadi perm ukim an , p ra s a ra n a  irigasinya te tap  
d ip ertah an k an  secara  optim al sebagai p ra sa ra n a  san ita si 
lingkungan  d an  d ra inase  perm ukim an .

(4) Pem erin tah  m elak san ak an  p e re n c an a an  dan  
rek o n stru k si pada  p ra sa ra n a  irigasi yang  b e ru b ah  fungsi 
m enjadi d ra inase  perm ukim an.

Pasal 19

P em en u h an  k eb u tu h an  a ir b ak u  u n tu k  in d u s tri sebagaim ana 
d im ak su d  dalam  Pasal 16 h u ru f  c d ilak u k an  u n tu k  m em enuhi 
k e b u tu h a n  air b aku  dalam  proses pengo lahan  d a n /a ta u
eksplorasi.

Pasal 20

P endayagunaan  sum ber daya a ir u n tu k  m en d u k u n g  san itasi 
lingkungan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 16 h u ru f  d 
d itu ju k an  u n tu k  m endukung  lingkungan  h id u p  yang se h a t 
dengan  ku a litas  dan  k u a n tita s  a ir yang  se su a i k e b u tu h a n  yang 
d ilak u k an  m elalui:

a. penyediaan  air bak u  u n tu k  a ir m inum  yang m em enuhi
sy a ra t k eseh a tan  dan  ju m lah  yang  cukup ;

, • •
b. m enjaga k u a litas  air p e rm u k aan  d an  a ir ta n a h  dengan 

tid ak  dicem ari dengan sam p ah  d an  lim bah m elalui 
pengelolaan sam pah  d an  lim bah;

c. m enjaga kecu k u p an  a ir m elalui peng g u n aan  a ir sesua i 
k e b u tu h a n  d an  konservasi a ir p e rm u k aan  dan  a ir tanah ;

d. penyediaan  p ra sa ra n a  d ra inase  yang  m em adai u n tu k  
m engh indari genangan a ir hu jan ;

e. pengoptim alan  fungsi p ra sa ra n a  su m b er daya a ir m elalui 
pem eliharaan  sa lu ran  air.

Bagian Keenam
P engusahaan  S um ber Daya Air 

Pasal 21

(1) P en g u sah aan  sum ber daya a ir sebagaim ana  d im aksud  
da lam  Pasal 10 h u ru f  e d a p a t d ilakukan  oleh 
perseorangan , badan , a ta u  kerja  sam a  a n ta r  b ad an  
b e rd asa rk an  izin p en g u sah aan  dari P em erin tah  d a n /a ta u  
Pem erin tah  D aerah sesua i dengan  kew enangan yang 
d ilim p ah k an /d ib e rik an  oleh Pem erin tah .

(2) P en g u sah aan  sum ber daya a ir d a p a t berben tuk :

a . , penggunaan  air pada su a tu  lokasi te r te n tu  sesuai
p e rsy ara tan  yang d iten tu k an  dalam  perizinan;

b. p em anfaa tan  w adah  a ir (air tanah) p ad a  su a tu  lokasi 
te r te n tu  sesua i p e rsy ara tan  yang  d ite n tu k an  dalam  
perizinan; d a n /a ta u

c. pem anfaa tan  daya a ir p ad a  s u a tu  lokasi te r ten tu  
sesua i p e rsy ara tan  yang d ite n tu k an  dalam  perizinan.

(3) 

(4) 

Daerah pelayanan irigasi yang sudah berubah fungsi 
menjadi permukiman, prasarana irigasinya tetap 
dipertahankari secara optimal sebagai prasarana sanitasi 
lingkungan dan drainase permukimnn. 

Pemerintah melaksanakan pere.ncanaan dan 
rekonstruksi pada prasarana irigasi yang berubah fungsi 
menjadi drainase permukiman. 

Pasal 19 

Pemenuha n kebu tuhan air baku untuk industri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 hu ruf c dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan air baku dalam proses pengolahan dan/atau 
eksplorasi. 

Pasal 20 

Pendayagunaan sumber d a.ya air untuk mendukung sanitasi 
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d 
ditujukan untuk mendukung lingkungan hidup yang sehat 
dengan ku.ali.tas dan kuantitas air yang sesuai kebutuhan yang 
dilakukan melalui: 

a . penyediaan air baku untuk air minum yang memenuhi 
syarat kesehatan dan jumlah yang cukup; . . . 

b . menjaga kualitas air permukaan dan air tanah dengan 
tidak dicemari dengan sampah <lan limbah melalui 
pengelolaan sampah dan limbah; 

c . menjaga kecukupan air melalui penggunaan air sesuai 
kebutuhan dan konservasi air permukaan dan air tanah; 

d. penyediaan prasarana drainase yang memadai untuk 
menghindari genangan air hujan; 

e . pengoptimalan fungsi prasarana sumber daya air melalui 
pemeliharaan saluran air. 

Bagian Keenam 
Pengusahe:tan Sumber Daya Air 

Pasal 21 

(1) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 huruf e dapat dilakukan oleh 
perseorangan, badan, atau kerja sama antar badan 
berdasarkan izin pengusaha,an dari Pemerintah dan/ a tau 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang 
dilim pahkan/ diberikan oleh Pemerintah. 

(2) Pengusah aan sumber daya air dapat herbentuk: 

a .. penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai 
persyaratan yang ditentukan dalam perizinan; 

b. pemanfaatan wadah air (air tanah) pada suatu lokasi 
tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam 
perizinan; dan/ a tau · 

c. pemanfaatan daya a ir pada suatu lokasi tertentu 
sesuai persyaratan yang ditentukan dalam perizinan. 



(3) K eten tuan  lebih lan ju t m engenai ta ta  ca ra  pem berian  izin 
sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ay a t (2) d ia tu r  dengan 
P e ra tu ran  Bupati.

BAB VII
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian K esatu  
U m um

Pasal 22

(1) Pengendalian  daya ru sa k  a ir m eliputi upaya:

a. pencegahan  sebelum  terjad i bencana;

b. penanggulangan  pada  sa a t terjad i bencana; dan

c. pem ulihan  ak iba t bencana.

(2) U paya penanggulangan  d an  pem ulihan  sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (1) h u ru f  b d an  h u ru f  c d ilakukan  
b e rd asa rk an  ren can a  pengendalian  daya  ru s a k  air yang 
d isu su n  secara  te rpadu , m enyelu ruh , d an  terkoordinasi.

(3) Pengendalian  daya ru sa k  air seb ag a im an a  d im aksud  
p a d a  ayat (2) d iselenggarakan  oleh P em erin tah  D aerah  
dengan  m elibatkan  peran  m asyarakat.

Bagian K edua
P encegahan  B encana ak iba t D aya R u sak  Air 

Pasal 23

U paya pencegahan sebelum  terjadi b en can a  sebagaim ana 
d im ak su d  dalam  Pasal 22 ayat (1) h u ru f  a  m eliputi:

a. - p em etaan  d an  p en e tap an -k aw asan  raw an  b en can a  yang
te rk a it a ir sebagai acu an  dalam  p e n y u su n a n  RTRW dan  
pengendalian  pem anfaa tan  ruang;

b. m elakukan  pengendalian  a liran  a ir perm u k aan ;

c. m engin tegrasikan  perencanaan , p em bangunan , dan  
pengelolaan d ra inase  ja lan , d ra in ase  perm ukim an , 
d ra inase  irigasi, d an  sungai ke dalam  sistem  pengendalian  
banjir;

d. m en ingkatkan  p en yebarluasan  inform asi m engenai 
k aw asan  potensi ban jir d an  raw an  b en can a  te rk a it dengan 
air;

e. m en ingkatkan  peran  se rta  m asy arak a t dalam  rehabilitasi 
d an  pem eliharaan  p ra sa ra n a  d ra inase .

Pasal 24

(1) Pem etaan  kaw asan  raw an b en can a  sebagai pasa l 23 h u ru f 
a  m eliputi sem padan  Sungai, d an  d a ta ra n  banjir.

(2) Perizinan pem anfaa tan  ru an g  p ad a  k aw asan  raw an 
b en can a  h a ru s  m em enuhi persyara tan :

a. sesua i dengan ren can a  pem anfaaran  ru an g  dalam  
RTRW kabupaten ;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara }'emberian izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB VII 
PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 22 

(1) Pengendalian daya rusak air meliputi upaya: 

a. pencegahan sebelum terjadi bencana; 

b. penanggulangan pada saat terjadi bencana; dan 

c. pemulihan akibat bencana. 

(2) Upaya penanggulan~an dan pemulihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan 
berdasarkan rencana pengendalian daya rusak air yang 
disusun secara terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi. 

(3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah 
dengan melibatkan peran masyarakat. 

Bagian Kedua 
Pencegahan Bencana akibat Daya Rusak Air 

Pasal 23 

Upaya pencegahan sebelum terjadi bencana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi: 

a, pemetaan dan · penetapan-kawasan rawan bencana yang 
terkait air sebagai acuan dalam penyusunan RTRW dan 
pengendalian pemanfaatan ruang; 

b. . melakukan pengendalian aliran air permukaan; 

c. mengintegrasikan perencanaan, pembangu.nan, dan 
pengelolaan drainase jalan, drainase permukiman, 
drainase irigasi, dan sungai ke dalam sistem pengendalian 
banjir; 

d. meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai 
kawasan potensi banjir dan rawan bencana terkait dengan 
air; 

e. meningkatkan ·peran serta masyar-akat dalam rehabilitasi 
dan pemeliharaa11 prasarana drainase. 

Pasal24 

(1) Pemetaan kawasan rawan bencana se0agai pasal 23 huruf 
a meliputi sempadan sungai, dan dataran banjir. 

(2) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan 
bencana harus memenuhi persyaratan: 

a. sesuai dengan rencana pemanfaaran ruang dalam 
RTRW kabupaten; 



b. memiliki ren can a  detil enginering yang lengkap, am an, 
d an  sesuai dengan kriteria  m end irikan  b a n g u n an  di 
kaw asan raw an bencana;

c. memiliki rencana  evakuasi d a ru ra t (etnergency exit 
plart.).

(3) D alam  rangka penanggulangan  raw an  genangan  dan  
b en can a  banjir, Pem erintah D aerah  m elakukan  p en a taan  
sistem  drainase  dan  m em bangun p ra sa ra n a  pengendali 
ban jir

Pasal 25

(1) Pengendalian  aliran  air p e rm u k aan  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  Pasal 23 h u ru f  b, m ak a  setiap  
p e ru b a h a n  ta ta  guna  lahan  p ad a  s u a tu  k aw asan  h a ru s  
m en d ap atk an  rekom endasi dari SKPD yang  m em bidangi
su m b er daya air.

(2) Pengendalian aliran  air p e rm u k aan  d ilak u k an  dengan 
cara:

a. m en ingkatkan  a liran  air ke daiam  tan ah ;

b. m en ingkatkan  k ap asitas  pengaliran  sungai d an  
sa lu ran  air;

c. m enetapkan  kaw asan  yang m em iliki fungsi retensi 
ban jir sebagai p ra sa ra n a  pengendali banjir;

d. m em pertahankan  k aw asan  yang m em iliki fungsi 
re tensi ban jir sebagai p ra sa ra n a  pengendali banjir;

e. m enyediakan sa ra n a  pengendali ban jir u n tu k  
m elindungi p ra sa ra n a  um u m , k aw asan  perm ukim an , 
d an  kaw asan  produktif.

(3) R ekom endasi sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) 
m eliputi ren can a  pencegahan  ban jir, kew ajiban 
m em b u a t/m en y ed iak an  RTH d a n /a ta u  su m u r resapan , 
su m u r im buhan , d a n /a ta u  kolam  retensi.

(4) SKPD yang m em berikan rekom endasi sebagaim ana 
d im aksud  pada  ayat (1) berw enang  m engaw asi dan  
m engevaluasi p e lak san aan n y a  p ad a  sa a t p rak o n stru k si, 
kon stru k si, d an  p asca  konstruksi.

(5) P e ru b ah an  ta ta  gu n a  lah an  p ad a  pei's^w ahan yang 
m em iliki sistem  irigasi tekn is m em erlukan , rekom endasi 
Pem erin tah  D aerah, Pem erin tah  Propinsi, d an  Pem erintah 
se su a i dengan tingkat kew enangannya.

(6) K eten tuan  lebih lan ju t m engenai ta ta  ca ra  pem berian 
rekom endasi d ia tu r dalam  P e ra tu ran  B upati.

b. memiliki rencana detil enginering yang lengkap, aman, 
dan sesuai dengan kriteria rnendi:rikan bangunan di 
kawasan rawan bencana; 

c. rnerniliki rencana evakuasi darurat (emergency exit 
plan). 

(3) Dalarn rangka penanggulangan rawan genangan dan 
bencana banjir, Pernerintah Daerah rnelakukan penataan 
sistern drainase dan rnernbangun prasarana pengendali 
banjir 

Pasal 25 

(1) Pengendalian aliran air perrnukaan sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal 23 huruf b, rnaka setiap 
perubahan tata guna lahan pada suatu kawasan harus 
rnendapatkan rekornendasi dari SKPD yang rnernbidangi 
sumber daya air . t · 

(2) Pengendalian aliran air perrnukaan dilakukan dengan 
cara: 

a . meningkatkan aliran air ke d2.iarn tanah; 

b . rneningkatkan kapasitas pengalir.an sungai dan 
saluran air; 

c . menetapkan kawasan yang rnemiliki fungsi retensi 
banjir sebagai prasarana pengendali banjir; 

d. rnernpertahankan kawasan yang rnerniliki fungsi 
retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir; 

e. rnenyediakan sarana pengendali banjir untuk 
melindungi prasarana urnurn, kawasan perrnukirnan, 
dan kawasan produktif. 

(3) Rekornendasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
rneliputi rencana pencegahan banjir, kewajiban 
mernbuat/ rnenyediakan RTH dan/ a tau surnur resapan, 
sumur irnbuhan, dan/ atau kolarn retensi. 

(4) SKPD yang memberikan rekornendasi . sebagaimana 
dirnaksud pada ayQ,t (1} bcrwenang rnengawasi dan 
rnengevaluasi pelaksanaannya pada saat prakonstruksi, 
konstruksi, dan pasca konstruksi. 

(5) Perubahan tata guna lahan :Jada pei-s~wahan yang 
merniliki sistem irigasi teknis mernerlukan. rekomcndasi 
Pernerintah Daerah, Peme•r intah Propinsi, dan Pemerintah 
sesuai dengan tingkat kewenangannya. · 

(6) Keten tuan lebih lanjut mengenai tata cara pernberian 
rekom endasi diatur dalarn Peraturan Bupati. 



Bagian Ketiga
Penanggulangan Daya R u sak  Air 

Pasal 25

U paya penanggu langan  pada  sa a t terjad i b en can a  
sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 22 ayat (1) h u ru f  b 
m eliputi:

a. m enetapkan , m elaksanakan , dan  m elak u k an  sosialisasi 
m ekanism e penanggu langan  k e ru sa k a n  d a n /a ta u  
b en can a  ak iba t daya ru sa k  air;

b. m engem bangkan sistem  p rak iraan  d an  peringa tan  dini 
u n tu k  m engurangi dam pak  daya ru sa k  air;

c. m en ingkatkan  pengetahuan , ke siap siagaan , kem am puan  
pem ilik kepentingan, dan  m asy arak a t dalam  m enghadapi 
b en can a  ak iba t daya ru sa k  air;

d. m em perbaiki sistem  d an  pen in g k a tan  k inerja  
penanggu langan  b en can a  ak ib a t daya  ru sak , air.

Bagian Keem pat 
Pem ulihan ak iba t B encana

Pasal 27

(1) U paya pem ulihan  ak iba t b en can a  sebagaim ana  d im aksud  
dalam  Pasal 22 ayat (1) h u ru f  c m eliputi:

a. m erehabilitasi dan  m erek o n stru k si k e ru sak an  
p ra sa ra n a  sum ber daya a ir d an  m em ulihkan  fungsi 
lingkungan hidup;

b. m engem bangkan peran  se rta  m asy arak a t dalam  
kegiatan  yang terkoordinasi u n tu k  pem ulihan  ak iba t 
b en can a  daya ru sa k  air.

(2) Pem ulihan  fungsi lingkungan  h id u p  d an  pem ulihan  
sistem  p ra sa ra n a  sum ber daya a ir sebaga im ana  d im aksud  
p a d a  ayat (1) d ip rio ritaskan  u n tu k  p e m e n u h an  k e b u tu h a n
pokok sehari-hari.

BAB VIII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR

Bagian K esatu 
Um um

Pasal 28

, D alam  rangka  pengendalian  p em an faa tan  su m b er daya air, 
P em erin tah  D aerah  m enetapkan  G aris S em padan  S um ber Air 
m eliputi G aris Sem padan  S u n g a i/S a lu ra n  dan  G aris 
S em padan  M ata Air d a n /a ta u  situ .

Bagian K edua 
S em padan  S um ber Air

Pasal 29

(1) P enetapan  G aris S em padan  S u n g a i/S a lu ra n  sebagaim ana 
d im ak su d  dalam  Pasal 28 u n tu k  p en g am an an  p ra sa ra n a

Bagian Ketiga 
Penanggulangan Daya Rusak Air 

Pasal 25 

Upaya penanggulangan pada saat terj adi bencana 
sebagaimana dirnaksud dala1n Pasal 22 ayat (1) huruf b 
meliputi: 

a. rLenetapkan, melaksanakan, dan melakukan sosialisasi 
mekanisme penanggulangan kerusakan dan/ a tau 
bencana akibat daya rusak air; 

b. mengernbangkan sistem prakiraan dan peringatan dini 
untuk mengurangi dampak daya rusak air; 

c. meningkatkan pengctahuan, kesiapsiagaan, kemampuan 
pemilik kepentingan, dan rnasyarakat dalam menghadapi 
bencana akibat daya -rusak air; 

d. memperbaiki sistem dan peningiw.tan 
penanggulangan bencana akibat daya rusak.air. 

Bagian Keempat 
Pemulihan akibat Bencana 

Pasal 27 

kinerja 

(1) Upaya pemulihan akibat bencana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c melip'..lti: 

a. merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan 
prasarana sumber daya air dan memulihkan fungsi 
lingkungan hidup; 

b. mengembangkan peran serta masyarakat dalam 
kegiatan yang terkoorainasi untuk pemulihan akibat 
bencana daya rusak air. 

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan 
sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan 
pokok sehari-hari. 

BAB VIII 
PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR 

Bagian K~satu 
Umum 

Pasal 28 

, Dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya air, 
Pemerintah Daerah menetapkan Garis Sempadan Sumber Air 
meliputi Garis Sempadan Sungai/ Saluran dan Garis 
Sempadan Mata Air dan/atau situ. 

Bagian Kedua 
Sempadan Sumber Air 

Pasal 29 

(1) Penetapan Garis Sempadan Sungai/Saluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 untuk pengamanan prasarana 



su n g a i/s a lu ra n  a ir se rta  p e n a taa n  d an  penertiban  
te ru tam a  ak iba t k eb erad aan  perkem bangan  bangunan - 
b a n g u n an  yang d ap a t b e rak ib a t terganggunya d aerah  
a liran  a ir dalam  su n g a i/s a lu ra n  se rta  sebagai ru an g  
penyangga a n ta ra  ekosistem  sungai d a n  d a ra tan , agar 
fungsi sungai dan  keg iatan  m an u s ia  tidak  saling 
terganggu.

(2) G aris Sem padan B angunan  sa lu ran  bertanggul d ite tapkan  
berikut:

a. Garis sem padan b an g u n an  te rh ad ap  sa lu ran
irigasi/pem buang  d ite tapkan  5 m  dengan  debit a ir 4 
m3/d e tik  a ta u  lebih.

b. Garis sem padan b an g u n an  te rh ad ap  sa lu ran
irigasi/pem buang  d ite tapkan  4 m  dengan  debit a ir 1-4 
m3/detik . *

c. Garis sem padan b an g u n an  te rh ad ap  sa lu ran
irigasi/pem buang  d ite tapkan  3 m  dengan  debit a ir 1 
m3/detik .

d. Garis sem padan  ban g u n an  in d u stri/p e rg u d an g an  
terhadap  sa lu ran  irigasi/pem buang  d ite tapkan  10 m
dari sebelah lu a r sepanjang kaki tanggul.

(3) Garis Sem padan B angunan  sa lu ran  tidak  bertanggul 
d ite tapkan  berikut:

a. Garis sem padan  ban g u n an  te rh ad ap  sa lu ran
irigasi/pem buang  d ite tapkan  4 kali kedalam  d itam bah  
8 m eter dengan debit air 4 m 3/d e tik  a ta u  lebih.

b. Garis sem padan b an g u n an  te rh ad ap  sa lu ran
irigasi/pem buang  d ite tapkan  4 kali kedalam  d itam bah  
4 m eter dengan debit a ir 1-4 m 3/detik .

c. Garis sem padan b an g u n an  te rh ad ap  sa lu ran
irigasi/pem buang  d ite tapkan  4 kali kedalam  d itam bah 
2 m eter dengan debit a ir 1 m 3/d e tik

d. Garis sem padan bangunan  industri /pergudangan  
terhadap  sa lu ran  irigasi/pem buang  d ite tapkan  10 
m eter dari sebelah lu a r sepan jang  kaki tanggul.

(4) G aris Sem padan Sungai tidak  bertanggul d ite tapkan  
berikut:

a. G aris sem padan  ban g u n an  te rh ad ap  sungai di kaw asan 
perko taan  dengan kedalam an k u ran g  dari 3 m  adalah  
15 m.

b. Garis sem padan  ban g u n an  te rh ad ap  sungai di kaw asan 
perko taan  dengan kedalam an lebihdari 3 m  adalah  
20m.

c. Garis sem padan  ban g u n an  te rh ad ap  sungai di kaw asan 
perko taan  dengan kedalam an lebih dari 20 m adalah  35 
m.

d. Garis sem padan  ban g u n an  in d u stri/p e rg u d an g an

sungai/ saluran air serta penataan dan penertiban 
terutama akibat keber_adaan perkembangan bangunan
bangunan yang dapat berakibat terganggunya daerah 
aliran air dalam sungai./ saluran serta sebagai ruang 
penyangga antara ekosistem sungai dan ·daratan, agar 
fungsi sungai dan kegiatan manusia ··tidak saling 
terganggu. 

(2) Garis Sempadan Bangunan saluran bertanggul ditetapkan 
berikut: 

a. Garis sempadan bangunan terhadap saluran 
irigasi/pembuang ditetapkan 5 m dengan debit air 4 
m3 / detik atau lebih. 

b. Garis sempadan bangunan terhadap saluran 
irigasi/pembuang ditetapkan 4 m dengan debit air 1-4 
m3/detik. i 

c. Garis sempadan bangunan terhadap saluran 
irigasi/pembuang ditetapkan 3 m dengan debit air 1 
m3/detik. 

d. Garis sempadan bangunan industri/ pergudangan 
terhadap saluran irigasi/pembuang ditetapkan 10 m 
dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 

(3) Garis Sempaclan Bangunan saluran tidak bertanggul 
ditctapkan berikut: 

a. Garis scmpadan bangunan terhadap saluran 
irigasi/pembuang ditetapkan 4 kali kedalam ditambah 
8 meter dengan debit air 4 m3 / detik a tau lebih. 

b. Garis seinpadan bangunan terhadap saluran 
irigasi/pembuang ditetapkan 4 kali kedalam ditambah 
4 meter dengan debit air 1-4 m3 / detik. 

c. Garis sempadan bangunan terhadap saluran 
irigasi/pembuang ditetapkan 4 kali kedalam ditambah 
2 meter dengan debit air 1 m3 / detik 

d. Garis sempadan bangunan industri/pergudangan 
terhadap saluran irigasi/pembuang ditetapkan 10 
meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 

(4) Garis Sempadan Sungai tidak bertariggul ctitetapkan 
berikut: 

a. Garis sempadan bangunan terhadap sungai di kawasan 
perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 m adalah 
15m. 

b. Garis sempadan bangunan terhadap sungai di kawasan 
perkotaan dengan kedalaman lebih~ari 3 m adalah 
20m. 

c. Garis sempadan bangunan terhad~p sungai di kawasan 
perkotaan dengan kedalaman lebih dari 20 m adalah 35 
m. 

d. Garis sempadan bangunan . industri/pergudangan 



te rhadap  sungai di kaw asan  perko taan  dengan
kedalam an ku rang  dari 3 m  adalah  20 m.

e. Garis sem padan  bangunan  in d u stri/p e rg u d an g an
terhadap  sungai di kaw asan  perko taan  dengan
kedalam an 3-20 m adalah  25 m.

f. Garis sem padan  bangunan  in d u stri/p e rg u d an g an
terhadap  sungai di kaw asan  perko taan  dengan
kedalam an lebih dari 20 m adalah  40 m.

(5) G aris Sem padan Sungai bertanggul d ite tapkan  berikut:

a. Garis sem padan bangunan  te rh ad ap  sungai di kaw asan 
perko taan  d ite tapkan  8 m  dari sebelah lu a r sepanjang 
kaki tanggul.

b. Garis sem padan bangunan  in d u stri/p e rg u d an g an
terhadap  sungai di kaw asan perko taan  d ite tapkan  13 m 
dari sebelah lu a r sepanjang kaki tanggul.

c. Garis sem padan  bangunan  terhadap  sungai di luar 
kaw asan  perko taan  d ite tapkan  10 m  dari sebelah luar 
sepanjang kaki tanggul.

d. Garis sem padan  bangunan  in d u stri/p e rg u d an g an
terhadap  sungai di lu a r kaw asan  perko taan  d ite tapkan  
15 m dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

(6) G aris Sem padan bangunan  D anau , w aduk, dan  m ata  air 
d ite tapkan  berikut:

a. Garis sem padan bangunan  terhadap  d a n a u  adalah  100 
m  dari titik  pasang  tertinggi ke a ra h  dara t.

b. Garis sem padan  bangunan  te rh ad ap  w aduk  adalah  100 
m  dari titik  pasang  tertinggi ke a ra h  dara t.

c. Garis sem padan  bangunan  te rh ad ap  m ata  air adalah  
200 m  dari titik  sek itar m ata  air.

Pasal 30

(1) D alam  rangka  m endukung  tertib  sem padan  sa lu ran  
sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 29 ayat (1), 
Pem erintah Daerah:

a. m em asang tan d a  b a tas  sungai dan  sa lu ran  yang 
belum  bertanggul yang m eru p ak an  p en an d a  b a tas  
badan  sa lu ran /su n g a i sebagai b a ta s  lu a r sisi 
sa lu ran /su n g a i yang m enjadi pedom an pem bangunan  
bagi Pem erintah dan  m asyarakat;

b. m enyediakan ja lan  inspeksi sepan jang  sa lu ran /su n g a i 
dalam  rangka pem eliharaan  sa lu ran /su n g a i.

(2) Pada sa lu ran  d a n /a ta u  sungai sebagaim ana d im aksud 
p ad a  ayat (1) yang tan d a  b a tasn y a  belum  terpasang, 
apab ila  m asyarakat akan  m elaksanakan  pem bangunan , 
m ak a  Pem erintah D aerah m em asangkan  tan d a  batas 
tersebu t. 3

(3) Penetapan  G aris Sem padan sebagaim ana d im aksud  pada

terhadap sungai di kawasan perkotaan dengan 
kedalaman kurang dari 3 m ad.alah 20 m. 

e. Garis sempadan bangunan industri/pergudangan 
terhadap sungai di kawasan perkotaan dengan 
kedalaman 3-20 m adalah 25 m. ' 

f. Garis sempadan bangunan industri/pergudangan 
terhadap sungai di kawasan perkotaan dengan 
kedalaman lebih dari 20 m adalah 40 m. 

(5) Garis Sernpadan Sungai bertanggul ditetapkan berikut: 

a. Garis sempadan bangunan terhadap suri·gaj dj kawasan 
perkotaan ditetapkan 8 m dari sebelah luar sepanjang 
kaki tanggul. 

b. Garis sempadan bangunan industri/pergudangan 
terhadap sungai di 'kawasan µe1·kotaa.n ditetapkan 13 m 
dari sebelah luar sepanjang kaki tanggi.11. 

c. Garis sempadan_ bangunan terh8.dap sungai di luar 
kawasan perkotaan ditetapkan 10 m dari sebelah luar 
sepanjang kaki tanggul. 

d. Garis sempacian bangunan industri/pergudangan 
terhadap sungai di luar kawasan perkotaan ditetapkan 
15 m dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul. . 

(6) Garis Sempadan bangunan Danau, waduk, dan mata air 
ditetapkan berikut: 

a. Garis sempadan bangunan terhadap danau adalah 100 
m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 

b. Garis sempadan bangurl.an terhadap waduk adalah 100 
m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. 

c. Garis sempadan bangunan terhadap mata air adalah 
200 m dari titik sekitar mata air. 

Pasal 30 

(1) Dalam rangka mendukung tertib sempac.ian saluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), 
Pemerintah Daerah: 

a. memasang tanda batas sungai dan saluran yang 
belum bertanggul yang merupakan penanda batas 
bad.an saluran/ sungai sebagai batas luar s1s1 
saluran/ sungai yang menjadi pedoman pembangunan 
bagi Pemerintah clan masyarakat; 

b. menyediakan jalan inspeksi sepanjang saluran/sungai 
dalam rangka pemeliharaan saluran/ sungai. 

(2) Pa.da saluran dan/atau ~.ungai sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) yang tanda batasnya belum terpasang, 
apabila masyarakat akan melaksanakan pembangunan, 
maka Pemerintah Daerah memasangkan tanda batas 
terse but. 

(3) Penetapan Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada 



ayat (2) m em pertim bangkan kriteria  a n ta ra  lain:

a . perencanaan  kapasitas daya tam pung  sum ber air;

b. kondisi tan a h  tebing sum ber air;

c. bangunan  perlindungan tebing sum ber air;

d. ja lu r  lin tasan  pem eliharaan sum ber air.

Bagian Ketiga.
P em an tauan  Air T anah

Pasal 31

(1) U n tu k  m enjam in keberhasilan  konservasi a ir ta n a h  
d ilakukan  p e m an tau an  air tan ah .

(2) P em an tau an  air ta n a h  sebagaim ana  d im ak su d  pad a  ayat
(1) d ilakukan  u n tu k  m engetahu i p e ru b a h a n  kualitas, 
k u a n tita s , dam pak  lingkungan  ak ib a t pengam bilan  dan  
pem anfaa tan  air tan ah , d a n /a ta u  p e ru b a h a n  lingkungan.

(3) P em an tau an  sebagaim ana d im ak su d  p ad a  ayat (1) 
d ilakukan  pad a  su m u r p a n ta u  d a n /a ta u  su m u r p roduksi 
dengan  cara:

a. m engukur dan  m encata t k e d u d u k an  m u k a  a ir tanah ;

b. m engukur dan  m encata t debit m a ta  air;

c. m em eriksa  sifat fisika, k an d u n g an  u n s u r  kimia, 
k an d u n g an  biologi a ta u  rad ioak tif da lam  a ir tanah ;

d. m em etakan  p e ru b ah an  k u a litas  d a n /a ta u  k u a n tita s
a ir tanah ;

e. m en cata t ju m lah  pengam bilan  d an  pem anfaa tan  air 
tanah ; dan

f. m engam ati dan  m engukur p e ru b a h a n  lingkungan  fisik 
ak iba t pengam bilan a ir tan ah .

(4) P em an tau an  air ta n a h  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat
(3) d ilakukan  secara  berkala  sesua i dengan  jen is  kegiatan 
p em an tau an .

(5) K eten tuan  lebih lan ju t m engenai p e lak san aan  dan  
p e m a n tau a n  a ir ta n a h  sebagaim ana  d im ak su d  pad a  ayat
(1) d ia tu r  dengan  P e ra tu ran  B upati.

BAB IX
PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI, DAN PEMELIHARAAN

Bagian K esatu 
P e laksanaan  K onstruksi

Pasal 32

(1) P e lak san aan  k o n stru k si p ra sa ra n a  su m b er daya air 
d ilak u k an  b e rd a sa rk an  norm a, s tan d ar, pedom an, dan  
m an u a l dengan  m em anfaa tkan  teknologi d a n  sum ber 
daya  local, se rta  m engu tam akan  kese lam atan , k eam an an  
kerja , dan  k eb erlan ju tan  fungsi ekologis sesu a i dengan 
k e te n tu an  p e ra tu ra n  p e ru n d an g -u n d an g an .

ayat (2) mempertimbangkan kriteria antara lain: 

a. perencanaan kapasitas daya tampur..g sumber air; 

b. kondisi tanah tebing sumber air; 

c. bangunan perlindungan tebing sumher air; 

d. jalur lintasan pemehharaan sumber air. 

Bagian Ketiga 
Pemantauan Air Tai1.ah 

Pasal 31 

(1) Untuk menjamin keberhasila~1 konservasi air tanah 
dilakukan pemantauan air tanah. 

(2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, 
kuantitas, dampak lingkungan akibat pengarnbilan dan 
pemanfaatan air tanah, dan/atau perubahah lingkungan. 

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada sumur pan tau dan/ atau surrtur produksi 
dengan cara: 

a. mengukur dan mencatat .kedudukan muka air tanah; 

b. mengukur dan mencatat debit mata air; 

c. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, 
kandungan biologi atau radioaktif dalam air tanah; 

d. memetakan perubahan kualitas dan/ atau kuantitas 
air tanah; 

e. mencatat jumlah pen·gambilan dan pemanfaatan air 
tanah; dan 

f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fi.sik 
akibat pengambilan air tanah. 

(4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan 
pemantauan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan 
pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB IX 
PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERAS!, DAN PEMELIHARAAN 

' 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Konstruksi 

Pasal 32 

(1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air 
· dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan 
manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber 
daya local, serta mengutamakan keselamatan, keamanan 
kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



(2) Setiap  orang a ta u  b ad an  d ilarang  m elakukan  kegiatan  
p e lak san aan  k o n stru k si p ra sa ra n a  su m b er daya a ir yang 
tid ak  d id asark an  pada  s tan d ar, pedom an, d an  m anual 
sebagaim ana d im aksud  pad a  ay a t (1).

(3) Setiap  orang a ta u  b ad an  u sa h a  yang m elakukan  kegiatan  
p e lak san aan  k o nstruksi p ad a  su m b er a ir wajib 
m em peroleh izin dari Pem erintah.

(4) P e lak san aan  k o n stru k si p ra sa ra n a  d an  sa ra n a  sum ber 
daya  a ir di a ta s  ta n a h  p ihak  lain  d ilak san ak an  setelah 
p roses ganti kerug ian  d a n /a ta u  kom pensasi kepada  p ihak  
yang  be rh ak  d iselesaikan  sesu a i dengan  k e ten tu an  
p e ra tu ra n  p e rundang -undangan .

Bagian Kedua 
O perasi dan  Pem eliharaan

Pasal 33

(1) P e laksanaan  operasi dan  pem eliharaan  sum ber daya air 
terd iri a ta s  pem eliharaan  sum ber a ir d an  operasi se rta  
pem eliharaan  p ra sa ra n a  sum ber daya air.

(2) P e laksanaan  operasi dan  pem eliharaan  sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (1) m eliputi pengatu ran , 
p e laksanaan , p em an tau an , d an  evaluasi u n tu k  m enjam in 
ke lestarian  fungsi dan  m anfaat sum ber daya a ir yang 
d ilakukan  oleh Pem erin tah  D aerah  a ta u  pengelola sum ber 
daya a ir sesua i dengan kew enangannya.

(3) P e laksanaan  operasi d an  pem eliharaan  p ra sa ra n a  sum ber 
daya a ir sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) yang 
d ibangun  oleh badan , kelom pok m asyaraka t, a ta u  
perseo rangan  m enjadi tugas d an  tanggung  jaw ab  pihak- 
p ihak  yang m em bangun.

(4) M asyarakat ik u t berperan  dalam  p e lak san aan  operasi dan  
pem eliharaan  p ra sa ra n a  sum ber da^a  a ir sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  ayat (1).

(5) P e laksanaan  operasi d an  pem eliharaan  sistem  irigasi 
d ite tapkan :

a. p e lak san aan  operasi d an  pem eliharaan  sistem  irigasi 
prim er d an  sekunder non -lin tas m enjadi wewenang 
d an  tanggung jaw ab P em erin tah  D aerah;

b. p e lak san aan  operasi dan  p em eliharaan  sistem  irigasi 
ters ie r m enjadi h ak  dan  tanggung  jaw ab  m asyaraka t 
pe tan i pem akai air, kelom pok tan i pem akai air, d an  
lem baga se tem pat lainnya.

(6) Perseorangan  a ta u  b ad an  d ilarang  m elakukan  kegiatan  
yang  m engak ibatkan  ru sak n y a  p ra sa ra n a  sum ber daya
air.

Pasal 34

(1) P em erin tah  D aerah  d a p a t m elakukan  kerja  sam a dengan 
Pem erin tah , Pem erin tah  Provinsi, dan* .P em erin tah

(2) Setiap orang atau badari dilarang melakukan kegiatan 
pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang 
tidak didasarkan pada standar, pedoman, dan manual 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan 
pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib 
memperoleh izin dari Pemerintah. 

(4) Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana sumber 
daya air di atas tanah pihak lain <lilaksanakan setelah 
proses ganti kerugian dan/ atau kompensasi kepada pihak 
yang berhak disel.esaikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perilndang-undangan. 

Bagian Kedua 
Operasi dan Pemeliharaan 

' Pasal 33 

(1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air 
terdiri atas pemeliharaan sumber air dan operasi serta 
pemeliharaan prasarana sumber. daya air. 

(2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin 
kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pengelola sumber 
daya air sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasa:rana sumber 
daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
dibangun oleh- badan, ):{elompok masyarakat, atau 
perseorangan menjadi tugas dan tanggung jawab pihak
pihak yang membangun. 

(4) Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan 
pemeliharaan prasarana sumher daya air sebagaimana 
dimaksud pada ayat { 1). 

(5) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi 
ditetapkan: 

a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi 
primer dan sekunder non-lintas menjadi wewenang 
dan tanggungjawab Pemerintah Daerah; 

b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sfatem irigasi 
.t:ersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat 
petani pemakai air, kelompok tani pemakai air, dan 
lembaga setempat lainnya. 

(6) Perseorangan atau badan di!arang melakukan kegiatan 
yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya 
air. 

Pasal 34 

(1) Pemerintah Daerah dapat mclakukan kerja sama dengan 
Pemerin tah, Pemerin tah Provin.si, dan • • Pemerin tah 



K abupaten /K o ta  dalam  p e lak san aan  k o n stru k si d a n /a ta u  
operasi dan  pem eliharaan  p ra sa ra n a  su m b er daya air.

(2) Kerja sam a sebagaim ana d im ak su d  p ad a  ayat (1) 
d ilakukan  dengan m em perha tikan  . kepentingan  
Pem erin tah , Pem erin tah  Provinsi d a n /a ta u  Pem erintah 
K abupaten /K o ta  dalam  w ilayah sungai yang 
bersangku tan .

(3) Kerja sam a sebagaim ana d im aksud  pad a  ayat (1) d ap a t 
d ilakukan  dalam  penyelenggaraan:

a. konservasi sum ber daya air;

b. pendayagunaan  sum ber daya air; d a n /a ta u

c. pengendalian  daya ru sa k  air.

(4) P e laksanaan  kerja  sam a sebagaim ana  d im aksud  pada  
ayat (3) h a ru s  berpedom an p ad a  ren c a n a  d a n /a ta u  
program  pengelolaan sum ber daya a ir yang telah  
d ite tapkan  pada  w ilayah sungai yang b e rsan g k u tan .

Pasal 35

Pem erin tah  D aerah  d ap a t m elakukan  kerja  sam a k o n stru k si 
d a n /a ta u  operasi dan  pem eliharaan  p ra sa ra n a  sum ber daya 
a ir dengan  kelom pok m asy arak a t a ta u  b ad an  dalam  bidang 
konservasi sum ber daya air, pengem bangan  d an  p en g u sah aan  
su m b er daya air, se rta  pengendalian  daya ru sa k  air.

BAB X
PERIZINAN DALAM 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 36

Perizinan dalam  pengelolaan sum ber daya a ir d iperlukan  
u n tu k  kegiatan:

a. p e lak san aan  konstruksi pada  sum ber air;;

b. penggunaan  sum ber daya air u n tu k  tu ju a n  terten tu ; dan

Pasal 37

(1) Izin p e lak san aan  k o n stru k si p a d a  sum ber a ir 
sebagaim ana d im aksud  pad a  pasa l 36 h u ru f  a  paling 
sedik it m em uat:

a. nam a, pekerjaan , dan  a lam at pem egang izin;

b. tem p a t/lo k as i k o n stru k si yang  ak an  d ibangun;

c. m a k s u d /tu ju a n  pem bangunan ;

d. je n is /t ip e  p ra sa ra n a  yang ak an  d ibangun;

e. gam bar dan  spesifikasi tekn is b angunan ;

f. jadw al p e lak san aan  pem bangunan ; dan

g. m etode p e lak san aan  pem bangunan .

(2) Pem egang izin p e laksanaan  k o n stru k si pad a  sum ber air 
w ajib u n tu k :

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan konstruksi dan/ atau 
operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memperhat.ikan . kepentingan 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/ atati Pemerintah 
Kabupaten/Kota dalam wilayah sunga1 yang 
bersangkutan. 

(3) Kerja sama sebagaimana dimaks11d pada ayat (1) dapat 
dilakukan dalam peny~lenggaraan: 

a. konservasi sumber daya air; 

b. pendayagunaan sumber daya air; dan/ atau 

c. pengendalian daya rusak air. 

( 4) Pelaksanaan kerj a ~ama se bagaimana dimaksud pad a 
ayat (3) harus berpedoman pada rencana dan/ atau 
program . pengelolaan sumber daya air yang telah 
ditetapkan pada wilayah sungai yang bersangkutan. 

Pa.sal 35 

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama konstruksi 
dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya 
air dengan kelompok masyarakat atau badan dalam bidang 
konservasi sumber daya air, pengembangan dan pengusahaan 
sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. 

BABX 
PERIZINAN DALAM 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

Pasal 36 

Perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan 
untuk kegiatan: 

a . pelaksanaan konstruksi pada sumber air;; 

b. penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu; dan 

Pasal 37 

(1) Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air 
sebagaimana dimaksud pada pasal 36 huruf a paling 
sedikit memuat: 

a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin; 

b. ternpat/lokasi konstruksi yang akan dibangun; 

c. maksud/tujuan pembangunan; 

d. jenis/tipe prasarana yang akan dibangun; 

e. gambar dan spesifikasi teknis bangunan; 

f. jadwal pelaksanaan pernbangunan; qan 

g. metode pelaksanaan pembangunan. 

(2) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air 
wajib untuk: 



a. m em atuh i k e ten tu an  dalam  izin;

b. m em bayar re tribusi d an  kom pensasi lainnya sebagai 
ak iba t dari p e lak san aan  k o n stru k si se su a i dengan 
k e ten tu an  p e ra tu ran  p e ru n d an g -u n d an g an ;

c. m elindungi dan  m em elihara kelangs-ungan fungsi 
sum ber daya air;

d. m elindungi dan  m engam ankan  p ra sa ra n a  sum ber 
daya a ir d isekitarnya;

e. m encegah terjadinya pencem aran  a ir ak ib a t 
pelaksanaan konstruksi;

f. m em ulihkan  k e ru sak an  lingkungan  h idup  yang 
d isebabkan  oleh kegiatan  k onstruksi;

g. m enjam in kelangsungan  p em en u h an  air bagi 
k e b u tu h a n  pokok sehari-hari m asy arak a t di sek itar 
lokasi kegiatan yang terganggu ak ib a t p e lak san aan  
konstruksi; dan

h. m em berikan  tanggapan  yang positif apab ila  tim bul 
gejolak sosial m asy arak a t di sek ita r lokasi 
kegiatannya.

Pasal 38

Penggunaan  sum ber daya a ir u n tu k  tu ju a n  te rten tu
sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 36 h u ru f  b m eliputi
penggunaan  sum ber daya air u n tu k  pem enuhan :

a. k e b u tu h a n  pokok sehari-hari d an  p e rtan ian  rakyat yang 
d ilakukan  dengan cara  m engubah  kondisi alam i sum ber 
air;

b. k e b u tu h a n  pokok sehari-hari yang  d ilak san ak an  oleh 
kelom pok orang d an  badan  sosial;

c. keperluan  irigasi pe rtan ian  rak y a t di lu a r  sistem  irigasi 
yang  su d a h  ada; d a n /a ta u

d. keg iatan  u s a h a  yang m enggunakan  sum ber daya air.

Pasal 39

(1) Izin penggunaan  sum ber daya a ir sebagaim ana  d im aksud  
dalam  Pasal 36 h u ru f  b paling sedik it m em uat:

a. nam a, pekerjaan , dan  a lam at pem egang izin;

b. tem p a t/lo k as i penggunaan;

c. m a k su d /tu ju a n ;

b. ca ra  pengam bilan d a n / a ta u  pem buangan ;

c. spesifikasi tekn is b an g u n an  a ta u  sa ra n a  yang 
digunakan;

d. ju m lah  a ir d a n /a ta u  dim ensi ru an g  p ad a  su m b er air;

e. jadw al penggunaan  d an  kew ajiban u n tu k  m elapor;

f. jan g k a  w ak tu  berlakunya izin;

a. mematuhi ketentuan dalam izin; 

b. membayar retrib~si dan kompensasi lainnya sebagai 
akibat dari pelaksanaan konstruksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-nndangan; 

c . melindungi dan memeliha, a kelang~•ungan fungsi 
sumber daya air; 

d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber 
daya air disekitarnya; 

e. mencegah terjadinya pencemaran air akibat 
pelaksanaan konstruksi; 

f. memulihkan ket'usakan lingkungan · hidup yang 
disebabkan oleh kegiatan kon~truksi; 

g. menjamin kelapgsungan pemenuhan air bagi 
kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar 
lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan 
konstruksi; dan 

h. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul 
gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi 
kegiatannya. 

Pasa l 38 

Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi 
penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan: 

a. kebutuhan pokck sehari-hari dan pertanian rakyat yang 
dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber 
air; 

b . kebutuhan p<:>kok · sehari-hari yang dilaksanakan oleh 
kelompok orang dan badan sosial; 

c. keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi 
yang sudah ada; dan/.atau 

d. kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air. 

Pasal 39 

(1) Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 huruf b paling sedikit memuat: 

a . nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin; 

b. tempat/lokasi penggunaan; 

c. maksud/tujuan; 

b. cara pengambilan dan/ a tau pernbuangan; 

c. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang 
digunakan; 

d. jumlah air dan/ atau dimensi ruang pada sumber air; 

e. jadwal penggunaan dan kewajiban uutuk melapor; 

f. jangka waktu berlakunya izin; 



g. p e rsyara tan  pengubahan , p e rpan jangan , pem bekuan  
sem en tara , dan  p en cab u tan  izin; dan

h. k e ten tu an  h ak  dan  kew ajiban.

(2) Pem egang izin penggunaan  sum ber daya a ir wajib u n tu k :

a. m em atuh i k e ten tu an  dalam  izin;

b. m em bayar b iaya ja s a  pengelolaan su m b er daya a ir dan  
, m em bayar kew ajiban k eu an g an  lain  sesu a i dengan
p e ra tu ra n  p e rundang -undangan ;

c. m elindungi dan  m em elihara  ke langsungan  fungsi
sum ber daya air;

d. m elindungi dan  m engam ankan  p ra s a ra n a  sum ber 
daya air;

e. m elakukan  u sa h a  pengendalian  d an  pencegahan 
terjad inya pencem aran  air;

f. m elakukan  perbaikan  k e ru sa k a n  lingkungan  yang 
d isebabkan  oleh, kegiatan yang d itim bulkan ; dan

g. m em berikan  akses u n tu k  peng g u n aan  sum ber daya 
air dari sum ber air yang  sam a  bagi pem enuhan  
k e b u tu h a n  pokok sehari-hari m asy arak a t di sek itar 
lokasi kegiatan.

(3) Pem egang izin penggunaan  su m b er daya a ir berhak  
u n tu k :

a. m enggunakan  air, sum ber air, d a n /a ta u  daya air 
sesua i dengan k e ten tu an  yang te rc an tu m  dalam  izin; 
dan

b. m em bangun  sa ran a  d an  p ra sa ra n a  su m b er daya air 
dan  b an g u n an  lain sesu a i dengan  k e ten tu an  yang 
te rcan tu m  dalam  izin.

(4) K eten tuan  lebih lan ju t m engenai p e rsy ara tan  dan  ta ta  
c a ra  perizinan sebagaim ana d im ak su d  dalam  Pasal 37 
d an  39 d ia tu r dengan p e ra tu ran  bupati.

BAB XI
SISTEM INFORMASI 

Pasal 40

(1) U n tu k  m endukung  pengelolaan su m b er daya air, 
P em erin tah  D aerah  sesua i dengan  w ew enang dan  
tanggung  jaw abnya m enyelenggai ak an  pengelolaan 
sistem  inform asi sum ber daya air.

(2) P em erin tah  D aerah  dalam  m enyelenggarakan 
pengelo laan  sistem  inform asi su m b er dayd a ir d ilakukan  
m elalu i pengem bangan  ja rin g an  sistem  inform asi sum ber 
daya  a ir secara  te rp ad u  yang  m eliputi:

a. p en ingka tan  kelem bagaan  d an  su m b er daya m an u sia  
m engelola sistem  inform asi su m b er daya air;

b. pengem bangan  je jaring  sistem  inform asi sum ber daya

g. persyaratan pengubahan, perpanjangan, pembekuan 
sementara, dan penca.butan izin; dan 

h. ketentuan hak dan kewajiban. 

(2) Pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib untuk: 

a. mematuhi ketentuan dalam izin; 

b. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan 
, :rnembayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan 
peratura.n perundang-undangan; 

c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi 
sumber daya air; 

d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber 
daya air; 

e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan 
terjadinya pencemaran air; 

f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang 
disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan 

g. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya 
air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan 
kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar 
lokasi kegiatan. 

(3) Pemegang izin penggunaan sumber daya air berhak 
untuk: 

a. menggunakan air, sumber air, dan/atau daya air 
sesuai dengan ketenti.1an yang tercantum dalam izin; 
dan 

b. membangun sarana dan prasarana sumber daya air 
dan bangunan lain ~esuai dengan ketentuan yang 
tercantum dalam izin. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata 
cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
dan 39 diatur dengan peraturan bupati. 

BAB XI 
SISTEM INFORMASI 

Pasal40 

(1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, 
Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan 
tanggung jawalmya meriyelenggar akan pengelolaan 
sistem informasi sumber daya air. 

(2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan 
pengelolaan sistem informasi sur:iber dayct ~ir dilakukan 
melalui pengembangan jaringan sistem informasi sumber 
daya air secara terpadu yang meliputi: 

a. peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia 
mengelola sistem informasi sumber daya air; 

b. pengembangan jejaring sistem infcrmasi sumber daya 
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air;

c. pengem bangan  sistem  inform asi su m b er daya air 
b e rbasis  teknologi inform asi.

(3) Inform asi su m b er daya a ir sebaga im ana  d im ak su d  pada  
ay a t (1) m eliputi inform asi m engenai:

a. kondisi hidrologis;

b. hidrom eteorologis;

c. hidrogeologis;

d. kebijakan sum ber daya air;

e. p ra sa ra n a  sum ber daya air;

f. teknologi sum ber daya air;

g. lingkungan p ad^  sum ber daya a ir d an  sekitarnya; 
se rta

h. keg iatan  sosial ekonom i b u d ay a  m asy arak a t yang 
te rka it dengan sum ber daya air.

(4) K eten tuan  m engenai sistem  inform asi su m b er daya air 
sebagaim ana  d im aksud  p a d a  ay a t (1) d ia tu r  dengan 
P e ra tu ra n  B upati

BAB XII
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR 

Pasal 41

(1) Pengelola sum ber daya a ir ad a lah  P em erin tah  D aerah, 
D ew an sum ber daya a ir D aerah, d an  m asy arak a t.

(2) Pem erin tah  D aerah  - bertanggung  jaw ab  a ta s  
keberlangsungan  p em an faa tan  sungai, sa lu ra n  irigasi, 
sa lu ra n  air, sa lu ran  d ra inase , d an  p e les ta rian  su m b er air 
se su a i dengan  kew enangannya.

(3) D ew an sum ber daya air D aerah  bertugas:

a. m en y u su n  kebijakan pengelo laan  su m b er daya air 
tingkat daerah ;

b. m eny u su n  ran can g an  pola pengelo laan  sum ber daya 
air.

(4) P eran  se rta  m asy arak a t da lam  pengelolaan su m b er daya 
a ir d ilak san ak an  m elalui p en in g k a tan  p e ran  m asy arak a t 
da lam  proses:

a. perencanaan ;

b. pe lak san aan ; dan

c. pengaw asan .

(5) D ew an su m b er daj^a a ir D aerah  seb ag a im an a  d im aksud  
p a d a  aya t (1) d ite tap k an  oleh B upati.

air; 

c. pengembangan sistem informasi sumber daya air 
berbasis teknologi informasi. 

(3) Informasi sumber daya air sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi informasi mengenai: 

a. kondisi hidrologis; 

b. hidrometeorologis; 

c . hidrogeologis; 

d. kebijakan sumber daya air; 

e. prasarana sumber daya air; 

f. teknologi sumber daya air; 

g. lingkungan pad~ sumber daya air dan sekitarnya; 
serta 

h. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang 
te;rkait deng~.n st.anher <laya air. 

(4) Ketentuan mengenai sistem informasi sumber daya air 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati 

BAB XII 
PENGELOLA SUMBER DAYA AIR 

Pasal 41 

(1) Pengelola sumber daya air adalah Pemerintah Daerah, 
Dewan sumber daya air Daerah, dan masyarakat. 

(Q) Pemerintah Daerah - bertanggung ja~ab atas 
keberlangsungan p.emanfaatan sungai, saluran irigasi, 
saluran air, saluran drainase, dan pelestarian sumber air 
sesuai dengan kewenangannya. 

(3) Dewan sumber daya air Daerah bertugas: 

a. menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air 
tingkat daerah; 

b. menyusun rancangan pola pengelolaan ·sumber daya 
air. 

(4) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya 
air dilaksanakan melalui peningkatan peran masyarakat 
dalam proses: 

a. perencanaan; 

b. pelaksanaan; dan 

c. pengawasan. 

(5) Dewan sumber daya air Daerah sebagaimctna dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 



Pasal 42

B en tu k  peran  m asy arak a t da lam  p roses p e ren can aan  
sebaga im ana  d im aksud  dalam  Pasal 41 ayat (4) h u ru f  a 
d ilak san ak an  m elalui:

a. p en ingka tan  pem aham an  se rta  kepedu lian  m asy arak a t 
m engenai pen tingnya k ese la rasan  fungsi sosial, ekonom i, 
d an  lingkungan  h idup  dari su m b er daya air;

b. pen ingka tan  keterliba tan  m asy ara k a t dalam  m en y u su n  
keb ijakan  pengelolaan sum ber daya air;

c. p en ingka tan  pendid ikan  d an  p e la tih an , se rta  
pendam pingan  kepada  m asy a ra k a t agar m am pu 
berperan  dalam  p e ren can aan  pengelolaan sum ber daya 
air.

Pasal 43

B en tu k  peran  m asy arak a t dalam  p roses p e lak san aan  
sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 41 ay a t (4) h u ru f  b 
d ilak san ak an  melalui:

a. m em buka  kesem patan  yang  se lu as-lu a sn y a  kepada  
m asy arak a t u n tu k  m enyam paikan  m asu k a n  dalam  
p e lak san aan  pengelolaan sum ber daya  air;

b. m em beri kesem patan  k ep ad a  m asy ara k a t u n tu k  
berperan  dalam  proses p e la k sa n aa n  yang  m encakup  
p e lak san aan  k o nstruksi, se rta  operasi d an  pem eliharaan ;

c. m en g ik u tse rtak an  m asy arak a t u n tu k  b e rkon tribusi 
da lam  pem biayaan p e lak san aan  pengelo laan  sum ber 
daya air;

d. m en ingkatkan  m otivasi m asy ara k a t u n tu k  berperan  
da lam  konservasi sum ber daya a ir d an  pengendalian  
daya  ru sa k  a ir dengan ca ra  m em berikan  insentif;

e. m engem bangkan  dan  m ew ujudkan  k e te rp ad u an  
pem berdayaan  se rta  p e ran  m asy a ra k a t dalam  
p e la k sa n aa n  pengelolaan sum ber daya air; .

f. m en ingkatkan  kem am puan  m asy a ra k a t m elalui 
pend id ikan  dan  pe la tihan , se rta  pendam pingan  dalam  
p e la k sa n aa n  pengelolaan sum ber daya  air.

Pasal 44

P en ingkatan  p e ran  m asy arak a t dalam  proses pengaw asan  
- sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 41 ayat (4) h u ru f  c 

d ilak san ak an  m elalui:

a. m em buka  kesem patan  k ep ad a  m asy ara k a t u n tu k  
berperan  dalam  pengaw asan  pengelolaan sum ber' daya 
air;

b. m en ingka tkan  k em am puan  m asy ara k a t m elalui 
pend id ikan  dan  pe la tihan , se rta  pendam pingan  dalam  
pengaw asan  pengelolaan sum ber daya air.

Pasal 42 

Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf a 
dilaksanakan melalui: 

a. peningkatan pemahaman serta kepedulian masyarakat 
mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, 
dan lingkungan hidup dari sumber daya air; 

b. peningkatan keterlibatan masyarakat dalam menyusun 
kebijakan pengelolaan sumber daya air; 

c. peningkatan pendidikan dan pelatihan, serta 
pendampingan kepada masyarakat agar mampu 
berperan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya 
air. 

Pasal 143 

Bentuk peran masyarakat dalam proses pelaksanaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4} huruf b 
dilaksanakan melal ui: 

a. membuka kesempatan yang seluas-luasnya 
masyarakat untuk menyampaikan masukan 
pelaksanaan pengelolaan sumber daya air; 

kepada 
dalam 

b. memb~ri kesempatan kepada masyarakat untuk 
berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup 
pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan; 

c. mengikutsertakan masyarakat untuk berkontribusi 
dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan sumber 
daya air; 

d. meningkatkan motivasi masyarakat untuk berperan 
dalam konservasi sumber daya air dan pengendalian 
daya rusak air dengan cara memberikan insentif; 

e. mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan 
pemberdayaan serta peran masyarakat dalam 
pelaksanaan pengelolaan sumbcr daya air; . 

f. meningkatkan kemampuan masyarakat melalui 
pendidikan clan pelatihan, serta pendampingan dalan1 
pelaksanaan pengelolaan sumber daya air. 

Pasal44 

Peningkatan peran masyarakat dalam proses pengawasan 
, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) huruf c 

dilaksanakan melalui: 

a. 

b. 

membuka kesempatan kepada masyarakat untuk 
bt>rperan dalam pengawasan pengelolaan sumbet daya 
air; 

meningkatkan kemampuan masyarakat melalui 
pendidikan clan pelatihan, serta pendampingan dalam 
pengawasan pengelolaan sumber daya air. 



BAB XIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 45

(1) Pem biayaan pengelolaan sum ber daya a ir d ite tapkan  
b e rd asa rk an  k eb u tu h an  n y a ta  pengelolaan sum ber daya 
air.

(2) Pem biayaan pengelolaan sum ber daya a ir sebagaim ana 
d im aksud  pad a  ayat (1) m encakup  jen is  pem biayaan 
u n tu k :

a. b iaya sistem  inform asi;

b. b iaya perencanaan ;

c. b iaya p e lak san aan  konstruksi;

d. biaya operasi dan  pem eliharaan ; d an

e. b iaya p em an tau an , evaluasi, d an  pem berdayaan  
m asyarakat.

(3) D alam  m en ingkatkan  pem biayaan  pengelo laan  sum ber 
daya  air d a p a t d ilakukan  upaya-upaya:

a. m engem bangkan sistem , in s tru m en , d an  kelem bagaan 
pem biayaan pengelolaan su m b er daya  a ir yang  berasa l 
dari anggaran  Pem erin tah , Pem erin tah  Provinsi, dan  
Pem erin tah  D aerah;

b. m en ingkatkan  kon tribusi m asy arak a t dalam  
pengelolaan sum ber daya air;

c. m en ingkatkan  hasil penerim aan  b iaya ja s a  
pengelolaan sum ber daya a ir d a n  m em anfaa tkannya  
secara  efisien, ' efektif, berkeadilan , dan  
berke s in am b u n g an .

BAB XIV 
PENGAWASAN

Pasal 46

(1) Pengaw asan a ta s  penyelenggaraan  pengelolaan sum ber 
daya  a ir d itu ju k an  u n tu k  m enjam in  tercapainya  
k esesu a ian  p e lak san aan  pengelolaan su m b er daya air 
dengan  sem ua k e te n tu an  yang  berlaku,* baik  yang 
m enyangku t k e te n tu an  adm in istratif, k eu an g an  m au p u n  
su b s ta n s i pengelolaan sum ber daya air.

(2) Pengaw asan sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 
m eru p ak an  penyelenggaraan pengaw asan  yang d ilakukan  
oleh Pem erintah D aerah dengan  m elibatkan  peran  
m asyarakat.

(3) Penyelenggaraan pengaw asan  oleh Pem erin tah  D aerah
d ilakukan  sesua i dengan  k e te n tu an  p e ra tu ran
p erundang - u ndangan .

(4) P eran  m asy arak a t dalam  pengaw asan  sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  ayat (2) d a p a t d iw ujudkan  dalam  b en tu k  
lapo ran  d an  pengaduan  kepada  p ih ak  yang  berw enang.

BAB XIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal45 

(1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan 
berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan '.SUmber daya 
air. 

(2) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis pembiayaan 
untuk: 

a. biaya sistem informasi; 

b. biaya perencanaan; 

c. biaya pelaksanaan konstruksi; 

d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan 
\ 

e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

(3) Dalam meningkatkan pembiayaan oengelolaan sumber 
daya air dapat dilakukan upaya-upaya: 

a. mengembangkan sistem, instrumen, dan kelembagaan 
pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang berasal 
dari anggar~n Pemerintah, Pemcrintah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah; 

b. meningkatkan kontribusi masyarakat dalam 
pengelolaan sumber daya air; 

c. meningkatkan hasil penerimaan biaya jasa 
pengelolaan sumber daya air dan memanfaatkannya 
secara efisien, · efektif, berkeadilan, dan 
berkesinambungan. 

BAB XIV 
PENGAWASAN 

Pasal 46 

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan sumber 
daya air ditujukan untuk menjamin. tercapainya 
kesesuaian pelaksanaan pengek,laan sumlier daya air 
dengan semua ketentua.n yang berlaku,• baik yang 
menyangkut ketentuan administratif, keuangan maupun 
substansi pengelolaan sumber daya air. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran 
masyarakat. 

(3) Penyelenggaraa.n pengawasan oleh· Pemerintah Daerah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk 
laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang. 



(5) Laporan hasil pengaw asan m eru p ak an  b a h a n /m a su k a n  
bagi perbaikan , penyem purnaan , d a n /a ta u  pen ingkatan  
penyelenggaraan  pengelolaan su m b er daya air.

(6) p ih ak  yang berw enang wajib m en indak lan ju ti laporan  
hasil pengaw asan  sebagaim ana d im aksud  p a d a  ayat (5) 
da lam  b en tu k  peringatan , pem berian  saijksi, d an  b en tu k  
tin d ak an  lain  dalam  ran g k a  m em perbaik i dan  
m enyem purnakan  penyelenggaraan pengelolaan sum ber 
daya a ir

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 47

(1) Setiap  orang d a n /a ta u  badan  yang m elanggar ke ten tu an
P era tu ran  D aerah ini d ap a t d ikenakan  sanksi
adm inistratif.

(2) S anksi adm in istrasi sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) 
berupa:

a. peringa tan  tertu lis;

b. penghen tian  sem en tara  p e lak san aan  se lu ru h  kegiatan; 
dan

c. p en cab u tan  izin.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 48

(1) Pelanggaran te rh ad ap  k e ten tu an  Pasal 37 ayat (2), dan  
P asal 39 ayat (2) d ikenakan  san k si p id an a  k u ru n g an  
paling lam a 6 (enam) bu lan  a ta u  d en d a  paling banyak  
Rp. 50 .000 .000 ,00  (lima p u lu h  ju ta  rupiah).

(2) A pabila pelanggaran  sebagaim ana  d im aksud  pada  
ay a t (1) m engak ibatkan  terjad inya k e ru sak a n  sum ber 
daya a ir dan  p rasa ran an y a , m engganggu upaya 
pengaw etan  air, m engak ibatkan  pencem aran  air, 
m engak ibatkan  terjad inya daya ru sa k  air, m engak ibatkan  
kerug ian  te rh ad ap  orang a ta u  p ihak  lain  d a p a t d ikenakan  
san k si p idana  sesua i dengan  p e ra tu ra n  perundang- 
u n d an g an .

(5) Laporan hasil pengawasan rnerupakan bahan/masukan 
bagi perbaikan, penyempurnaan, dan/ a tau peningkatan 
penyelengp:araan pengelolaan sumber daya air. 

(6) pihak yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan 
hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dalam bentuk peringatan, pemberia:i sa~ksi, dan bentuk 
tindakan lain dalam rangka memperbaiki dan 
menyempurnakan penyelenggaraan pengelolaan sumber 
daya air 

BAB XV 
SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 47 

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan 
Peraturan Daerah m1 darat dikt:nukan sanksi 
administratif. 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 

a. peringatan tertulis; 

b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; 
dan 

C. pencabutan 'izin. 

BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 48 

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (2), dan 
Pasal 39 ayat (2} dikeriakan sanksi pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(2) Apabi!a pelanggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) mengakibatkan terjadinya kerusakan sumber 
daya air dan prasarananya, mengganggu upaya 
pengawetan air, mengakibatkan pencemaran air, 
mengakibatkan terjadinya daya rusak air, mengakibatkan 
kerugian terhadap orang atau pihak lain dapat dikenakan 
sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. • 



BAB XVII 
PENYIDIKAN

Pasal 49

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan  Pem erin tah  
D aerah  diberi wew enang k h u su s  oleh U ndang-U ndang 
b e rh a k  m elakukan  penyidikan te rh a d ap  pelanggaran  
k e ten tu an  dalam  P era tu ran  D aerah  ini.

(2) W ewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaim ana 
d im aksud  p ad a  ayat (1) adalah:

a. m elakukan  pem eriksaan  a ta s  k eb en a ran  laporan  a ta u  
ke te rangan  berkenaan  dengan  tin d ak  p idana  di 
b idang pengelolaan sum ber daya air;

c. m elakukan  pem eriksaan  te rh ad ap  se tiap  orang yang 
d iduga m elakukan  tin d ak  p id an a  di bidang 
pengelolaan sum ber daya air;

d. m em inta  keterangan  d an  b a h a n  b u k ti dari setiap  
orang b erk en aan  dengan peristiw a tin d ak  p id an a  di 
b idang pengelolaan sum ber daya air;

e. m elakukan  pem eriksaan  a ta s  p em b u k u an , ca ta tan , 
d an  dokum en lain b erk en aan  dengan  tin d ak  p idana  di 
bidang pengelolaan sum ber daya air;

f. m elakukan  pem eriksaan  di tem p a t te r ten tu  yang 
d iduga te rd ap a t b ah an  bukti, p em b u k u an , ca ta tan , 
d an  dokum en lain;

g. m elakukan  peny itaan  te rh ad ap  b a h a n  d an  barang  
hasil pelanggaran  yang d a p a t d ijad ikan  b uk ti dalam  
pe rk a ra  tindak  p id an a  di b idang pengelolaan sum ber 
daya air;

h. m em in ta  b a n tu a n  ahli da lam  rangka
p e lak san aan  tugas penyid ikan  tin d ak  p idana  di 
b idang pengelolaan sum ber daya air;

i. m em asuk i tem pat te rten tu , m em otret, d a n /a ta u  
m em buat rekam an  audio  visual;

j. m elakukan  penggeledahan te rh ad ap  b ad an , pakaian , 
ru an g an , d a n /a ta u  tem pat lain  yang d iduga 
m eru p ak an  tem pat d ilak u k an n y a  tin d ak  p idana;

k. m enghen tikan  penyidikan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

P e ra tu ra n  D aerah yang terka it pengelolaan su m b er daya air 
yang  te lah  ad a  d inyatakan  te tap  berlak u  sepan jang  tidak  
b e rten tan g an  dengan  P e ra tu ran  D aerah  ini.

BAB XVII 
PENYIDIKAN 

Pasal 49 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang 
berhak melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
ketentuan dalam Peratura:::1 Dae:rah ini. 

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat ~1) adalah: 

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang pengelolaan sumber daya air; 

c. melakukan pemerikse.an terhadap setiap orang yang 
diduga melakukan tindak pidana di bidang 
pengelolaan surnber daya air; 

d. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap 
orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di 
bidang pengelolaan sumber daya air; 

e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, 
dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang pengelolaan sumber daya air; 

f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang 
diduga terdapat , bahan bukti, pembukuan, catatan, 
dan dokumen lain; 

g. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang 
hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sumber 
daya air; 

h. meminta bantuan ahli dalam 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
bidang pengelolaan sumber daya air; 

rangka 
pidana di 

1. memasuki tern pat tertentu, memotret, dan/ atau 
membuat rekaman audio visual; 

J. melakukan penggeledah&n ter.h.a,Jap oadan, pakaian, 
ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga 
merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; 

k. menghentikan penyidikan. 

BAB XVIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 50 
. 

Peraturan Daerah yang terkait pengelolaan sumber daya air 
yang telah ada dinyatakan tetap berlakll sepanjang tidak . 
bertentangan dengan Peraturan Daerah iui. 



BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan •'Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 27 November 2013

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

D iundangkan di Karanganyar 
pad a  tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR 19

BAB XIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 51 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 52 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan,'. 

Agar setiap · orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan "Daerah i'ni dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 27 _November 2013 

BUPATIKARANGANYAR, 

ttd . 

Dr. Hj . RINA IR{ANI SRI RATNANINGSII-I, M.Hum. 

Diundangkan di Karanganyar 
pa~a tanggal 27 Oesember 20 l 3 

S.EKRETARIS OAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd 

SAMSI 

LEMBARAN DAERAH l<ABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 .NOMOR 19 



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR./S..TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

A. UMUM

Air m eru p ak an  k a ru n ia  T uhan  sebagai sa lah  sa tu  sum berdaya 
yang m en d u k u n g  keberlangsungan  h idup  m an u s ia  dan  m ah luk  h idup 
lainnya. Air m eru p ak an  k e b u tu h a n  pokok seh ari-h a ri u n tu k  u n tu k  
b e rta h an  h idup . D engan sik lus hidrologisnya, a ir dianggap sebagai 
sum berdaya  yang  d a p a t te rb ah aru k an . N am un dengan  sem akin 
berkem bangnya ju m lah  penduduk , m en ingkatnya  perkem bangan  dan  
aktiv itas ekonom i, sem akin  in tensifhya penggunaan  a ir d an  ancam an  
ak iba t pencem aran  a ir se rta  p e ru b ah an  iklim global, te lah  terjadi 
ke tidakseim bangan  a n ta ra  ke tersed iaan  d an  k e b u tu h a n  air.

B erkenaan  dengan hal te rseb u t dengan  tu ju a n  m ew ujudkan  
k em anfaa tan  sum ber daya air yang b e rk e lan ju tan  u n tu k  sebesar- 
b esarn y a  k em ak m u ran  rakyat, Pem erin tah  te lah  m enerb itkan  U ndang- 
U ndang Nomor 7 T ah u n  2004 ten tan g  S um ber Daya Air. Dalam  
p e ra tu ran  u n d an g -u n d a n g  d im aksud  telah  d iberikan  w ew enang dan  
tanggung  jaw ab  kepada  Pem erin tah  K abupaten /K o ta  dalam  pengelolaan 
sum ber daya air.

U n tu k  m ew ujudkan  wewenang dan  tanggung  jaw ab  Pem erintah 
K abupaten  K aranganyar dalam  pengelolaan su m b er daya  air, m aka 
Pem erin tah  K abupaten  K aranganyar m enetapkan  P e ra tu ran  D aerah 
ten tan g  Pengelolaan su m b er daya a ir yang d im eksudkam agar:

a. p en d ay ag u n aan  sum ber daya air d ap a t d ise lenggarakan  dengan 
m enjaga k e lestarian  fungsi sum ber daya a ir seca ra  berke lan ju tan ;

b. te rc ip tanya  keseim bangan  a n ta ra  fungsi sosial, fungsi lingkungan 
h idup , d an  fungsi ekonom i sum ber daya air;

c. te rcapa inya  sebesar-besar kem anfaa tan  u m u m  su m b er daya air 
secara  efektif dan  efisien;

d. terw u judnya  keserasian  u n tu k  berbagai kepen tingan  dengan 
m em perha tikan  sifat alam i air yang dinam is;

e. terlindung inya h a k  setiap  w arga negara  u n tu k  m em peroleh 
k esem patan  yang sam a u n tu k  berperan  d an  m enikm ati hasil 
pengelolaan sum ber daya air; dan

f. te rw u judnya  k e te rb u k aan  d an  ak u n tab ilita s  pengelolaan sum ber 
daya air.

B. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1

C ukup  je las.

Pasal 2

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 
NOMOR.ij .. TAHUN 2013 

TENTANG 

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

A. UMUM 

Air merupakan l{arunia Tuhan sebagai 8alah satu sumberdaya 
yang mendukung keberlangsungan hidup manusia dan mahluk hidup 
lainnya. Air merupakan kebutuhan pokok seha:i.-i-hari · untuk untuk 
bertahan hidup. Dengan siklus hidrologisnya, air dianggap sebagai 
sumberdaya yang dapat terbaharukan. Namun dengan semakin 
berkembangnya jumlah penduduk, meningkatnya perkembangan dan 
aktivitas ekonomi, se~akin intensifhya penggunaan air dan ancaman 
akibat pencemaran air serta perubahan: iklim global, telah terjadi 
ketidal{seimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air. 

Berkenaan dengan hal tersebut dengan tujuan mewujudkan 
kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjt:tan untuk sebesar
besarnya kemakmuran rakyat, Pemerintah telah menerbitkan Undang
Undang Nomor 'i' Tahun 2004 tentang Sumbcr Daya Air. Dalam 
peraturan undang-undang dimaksud telah diberikan wewenang dan 
tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan 
sumber daya air. 

Untuk mewujudkan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan sumber daya air, maka 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pengelolaan sumber daya air yang dim2ksudkan•agar: 

a. pendayagunaan sumber .daya air dapat diselenggai-akan dengan 
menjaga kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan; 

b. terciptanya keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan 
_hidup, dan fungsi ekonomi sumber daya air; 

c. tercapainya sebesar-besar kemanfaatan umum sumber daya air 
secara efektif dan efisien; 

d. terwujudnya keserasian untuk berbagai kepcntingan dengan 
memperhatikan sifat alami air yang dinamis; 

e. terlindunginya hak setiap warga negara untuk memperoleh 
kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasil 
pengelolaan sumber daya air; clan 

f. terwujudnya keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan sumber 
daya air. 

B. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 



C ukup  jelas.

Pasal 4

C ukup  jelas.

Pasal 5

C ukup  jelas.

Pasal 6

C ukup  jelas.

Pasal 7

C ukup  jelas.

Pasal 8

C ukup  jelas.

Pasal 9

C ukup  jelas.

Pasal 10

C ukup  jelas.

Pasal 11

C ukup  jelas.

Pasal 12

C ukup  jelas.

Pasal 13

C ukup  jelas.

Pasal 14

C ukup  jelas.

Pasal 15

C ukup  jelas.

Pasal 16

C ukup  jelas.

Pasal 17

C ukup  jelas.

Pasal 18

C ukup  jelas.

Pasal 19

C ukup  jelas.

C ukup  je las

Pasal 3

Pasal 20

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

·Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cuku p j elas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 



C ukup  jelas.

Pasal 22

C ukup  je las.

Pasal 23

C ukup  jelas.

Pasal 24

C ukup  jelas.

Pasal 25

C ukup  jelas.

Pasal 26

C ukup  je las.

Pasal 27

C ukup  jelas.

Pasal 28

C ukup  je las.

Pasal 29

. C ukup  jelas.

Pasal 30

C ukup  je las.

Pasal 31

C ukup  je las.

Pasal 32

C ukup  je las.

Pasal 33

C ukup  jelas.

Pasal 34

C ukup  jelas.

Pasal 35

C ukup  je las.

Pasal 36

C ukup  je las.

Pasal 37

C ukup  je las.

Pasal 38

C ukup  jelas.

Pasal 21

Cukup jelas. 

~asal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasa124 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

. Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cµkup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 



C ukup  je las.

Pasal 39

C ukup  jelas.
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C ukup  je las.

Pasal 41

C ukup  je las.

Pasal 42

C ukup  je las.

Pasal 43

C ukup  je las.

Pasal 44

C ukup  jelas.

Pasal 45

C ukup  jelas.

Pasal 45

(buku p jelas.

Pasal 47

C ukup  je las.

Pasal 48

C ukup  jelas.

Pasal 50

C ukup  jelas.

Pasal 51

C ukup  jelas.
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Cukup jelas. 
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~ukup jelas. 
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Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 
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Cukup jelas. 
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LAMPIRAN RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

PENYEDIAAN DAN POTENSI SUMBER AIR DI KAB UPATEN KARANGANYAR

No Nama Lokasi

1 Tam ri Gondosuli

2 Nglenjibel Gondosuli

3 Sum tier Gondosuli

4 G enting Gondosuli

5 Ju m b lek Gondosuli

6 D andang B lum bang

7 Pringgodadi B lum bang

8 S u ru p an B lum bang

9 W atulaw ang B lum bang

10 Sirah B lum bang

11 Tritik B lum bang

12 D adap Kalisoro

13 Dem Kalisoro

14 Sajenan Kalisoro

15 Sem angli Kalisoro

16 K ram at T aw angm angu

17 ■ B a tu r T aw angm angu

18 Ngledok T aw angm angu

19 Pringapus T aw angm angu

20 K epuh Taw angm angu

21 Guyon
........  L ................

Tengklik

22 D em pul Tengklik

23 Sedayu Tengklik

24 Tlogo Tengklik

25 Semoyo Tengklik

26 Nglebak Nglebak

27 G ondang Nglebak

28 Ngudal Nglebak

29 Jem b eran Nglebak

30 Sekajar Sepanjang

· LAMPIRAN RAPERDA TENTANG PE~GELOLAAN SUMBER DAYA AIR 

PENYEDIAAN DAN POTENSI SUMBER AIR DI KAB UPATEN KARANGANYAR 

No Nama Lokasi 

1 Tamri Gondosuli 

2 Nglerybel . Gondosuli 

3 Sumtier Gondosuli 

4 Genting Gondosuli 

5 Jumblek Gondosuli 

6 Dandang Blumbang 

7 Pringgodadi Blumbang 

8 Surupan Blumbang 

9 Watulawang Blumbang 

10 Sirah Blumbang 

11 Tritik Blumbang 

12 Dadap Kalisoro 

13 Dem Kalisoro 

14 Sajenan Kalism·o 

15 Semangli Kalisoro 

16 K;ramat Tawangmangu 

17 -Batur Tawangmangu 

18 Ngledok Ta.wangmangu 

19 .Pringapus Tawangmangu 

20 Kepuh Tawangmangu 
I 

21 Guyon Tengklik 
i 

22 Dempul Tengklik 

23 -Sedayu Tengklik 

24 Tlogo Tengklik 

25 Semoyo Tengklik 

26 Nglebak Nglebak 

27 Gondang Nglebak . 

28 Ngudal Nglebak 

29 Jemberan Nglebak 

30 Se~ajar Sepanjang 



31 S u ru h a n Sepanjang

32 Porong Sepanjang

33 Sap iburang Sepanjang

34 G edengan Sepanjang

35 C abuk B lum bang

36 Gude Plum bon

37 Selenggar Plum bon

38 Plum bon Plum bon

39 Setugu Plum bon

40 Lam pu s Plum bon

41 Selojo Plum bon

42 Ram pai Plum bon

43 Plabokan Plum bon

44 Doplang Plum bon

45 Pucung Plum bon

46 Cum pleng Plum bon

47 Sedayu Girilayu

48 T am bak Berjo

49 Tlogo Karang

50 Kuning K arangpandan

51 S ap itan  I Ngemplak

. 52 S ap itan  II Ngemplak

53 P lesungan K arang

54 Ju m b lek K arang

55 Sem prong K arang

56 Trungo Karang

57 B unting Karang

58 D uren Karang

59 ^Suwiyu Girilayu

60 Tompe
1

Girilayu

61 Brengos Gayam dom po

62 Tenglik Kedawung

63 W orawari Giwondo

64 Seringin Giwondo

65 D uren Giwondo

31 Suruhan Sepanjang 

32 Porong Sepanjang 

33 SapJ.burang Sepanjang 
-

34 Gedengan Sepanjang 

35 Cabuk Blumbang 
-

36 Gude Plumbon 
-

37 Selenggar Plumbon 

38 Plumbon Plumbon 

39 Setugu Plumbon 

40 Lampus Plumbon 

41 Selojo I'lumbon 
I 

42 Rampal Plumbon 

43 Plabokan Plumbon 

44 Doplang Plumbon 

45 Pucung Plumbon 
-

46 Curripleng Plumbon 

47 Sedayu Girilayu 

48 Tambak Berjo 

49 Tlogo Karang 

50 Kuning Karangpandan 

51 Sapitan I Ngemplak 
. 

52 Sapitan II Ngemplak 

53 Plesungan Karang 

54 Jumblek Karang 

55 Semprong Karang 

56 Trungo Karang 

57 Bunting Karang 

. 58 Duren Ka:rang 

59 ✓Suwiyu Girilayu 

60 Tompe 
I 

Girilayu 

61 Brengos Gayamdompo 

62 Tenglik Kedawung 

63 Worawari Giwondo 

64 Seringin Giwondo 
-

65 Duren Giwondo 



66 Tengklik Ploso

67 Guwo Ploso

68 Pelem Ju m an to ro

69 Mico I Ju m an to ro

70 Puntukbolo Ju m an to ro

71 Mico II Ju m an to ro

72 K arang II Ju m an to ro

73 B lum bang Ju m an to ro

74 Ju m b lan g Ju m an to ro

75 D uren Ju m a n to ro

76 Tem pukrejo Jum apolo

77 Senu Jum apolo

78 Penewon Jum apolo

79 W eru Jum apolo

80 ' * Plawan Kw angsan

■ 81 Ketigo Jum apolo

82 Pulesari B akalan

83 Jag a lan Jum apolo

84 D uw etan Jum apolo

85 Bulu Ja tisu k o

86 Gebyog Ja tisu k o

87 K ram at Ja tisu k o

88 Ipik Ja tisu k o

89 G upit Ja tisobo

90 Ander Ja tisobo

91 Siram an Jatisobo

92 Punung Jatisobo

93 Padas Ja tisobo

94 Posari Wonorejo

95 P uru Wonorejo

96 Maju Tlobo

97 B ondukuh Jatiroyo

98 Sono Jatiroyo

99 G edangan Jatiroyo

100 Tirto
____i_________________________

Segoro G unung

66 Tengklik Ploso 

67 Guwo Ploso . 

68 Pelem Jumantoro 

69 Mica I Jumantoro 

70 Puntukbolo Jumantoro 
-

71 Mico II Jumantoro 

72 Karang II Jumantoro 

73 Blumbang Jumantoro 

74 Jumblang Jumantoro 
-

75 Duren .Jumantoro 

76 Tempukrejo Jumapolo 

77 Senu Jumapolo 

78 Penewon Jumapolo 

79 Weru Jumapolo 
! 

✓Plawan 80 Kwangsan 

· 81 Ketigo Jumapolo 

82 Pulesari Bakalan 

83 Jagalan Jumapolo 

84 Duwetan Jumapolo 

85 Bulu Jatisuko 
-

86 Gebyog Jatisuko 

87 Kramat '-Jatisuko 

88 Ipik Jatisuko 

89 Gupit Jatisobo 

90 Ander Jatisbbo 

91 Siraman Jatisobo 

92 Punung Jatisobo 

93 Padas Jatisobo 

94 Posari Wonorejo 

95 . Puru Wonorejo 

96 Maju Tlobo . 
97 Bondukuh J _atiroyo 

98 Sono Jatiroyo 

99 Gedangan '-Jatiroyo 
-

100 Tirto Segoro Gunung 
I 



101 N ganggrung Segoro G unung

102 Nlencong Segoro G unung

103 Awar-awar Segoro G unung

104 Suren Kem uning

105 W atupaw on Kem uning

106 C am puran Girimulyo

107 Cina Girimulyo

108 S ab u k jan u r Girimulyo

109 Tlogo M adirdo Berjo

110 T am bak “Berjo

111 Jub leg Berjo

112 Berjo Berjo

113 G ondang Berjo

114
—V --------------

Gufrieng G um eng

101 Nganggrung Segoro Gunung .. 

102 Nlencong Segoro Gunung 

103 Awar-awar Segoro Gunung 
·-

104 Suren Kemuning 

105 Watupawon Kemuning 

106 Campuran ! Girimulyo -
107 Cina Girimulyo 

108 Sabukjanur Girimulyo 

109 Tlogo Madirdo Berjo 
-

110 Tambak ''"Berjo 

111 J·ubleg Berjo 

112 Berjo Berjo 

113 Gondang Berjo 
I 
I 

l ,114 Gt~:neng Gumeng 


